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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
( Q.S. AL-Insyirah : 6-8) 
 
Hendaklah kalian senantiasa berbuat jujur, karena sesungguhnya kejujuran 
akan membimbing kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan 
membimbing kepada surga, dan senantiasa seseorang itu berbuat kejujuran dan 
senantiasa berusaha berbuat jujur, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai 
orang jujur. Dan berhati-hatilah kalian dalam perbuatan, karena sesungguhnya 
kedustaan akan membimbing kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan akan 
membimbing kepada neraka. Dan senantiasa seseorang berbuat dusta dan 
berupaya untuk berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allahsebagai pendusta. 
( Muttafaqun’alaih ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى Fathah A A 
 ًَ Kasrah I I 
 َي Dammah U U 
 
 
x 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بىذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ؿوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
م...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
 
 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اٌنبر Rabbana 
2. ؿٌزن Nazzala 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجٌرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
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8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ؿوسرلاإ دحمم ام ك Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ينقزارلايرخ وله للها فإك Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
2 فازيلماك ليكلا اوفكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Pemberian Harta Kepada Anak Angkat (Hibah) Pada Masyarakat Muslim di 
Desa Mojorejo Kelurahan Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, 
Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah) Fakultas 
Syari‟ah, IAIN Surakarta.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum pembagian 
harta dalam Islam terhadap anak angkat masyarakat muslim di Dusun Mojorejo 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif, 
yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maka dalam hal ini menggambarkan 
atau melukiskan mengenai praktek pemberian harta kepada anak angkat 
Masyarakat Muslim Desa Mojorejo Kelurahan Laban Kecamatan Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo.  
Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa pada 
pembagian harta yang terjadi di Dusun Mojorejo Kecamatan Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo kepada anak angkat dan anak kandung mereka cenderung 
lebih kepada aturan dalam keluarga, mereka lebih memilih untuk berfikir secara 
logis karena faktor kekeluargaan ketimbang mereka bingung harus meninjau 
melalui hukum Islam. Masyarakat desa Mojolaban memang mayoritas beragama 
Islam, tetapi tidak begitu memperhatikan hukum-hukum dalam keluarga secara 
Islam, terutama dalam pembagian harta. Berdasarkan Hukum Islam jika dalam 
pembagian harta terjadi kesalahan, seperti terhadap anak angkat yang tidak 
menerima wasiat diberi wasiat wajibah lebih atau kurang dari 1/3 dari harta 
warisan orang tua angkatnya, maka bisa dikatakan tidak benar, tetapi, sesuai 
dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, perihal benar salah tersebut 
pada akhirnya muncul berdasarkan situasi dan kondisi yang ada dalam keluarga 
tersebut.  
 
 
 
Kata Kunci: Pemberian Harta Kepada Anak Angkat 
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ABSTRACT 
 
Yunita, 2019, Giving Assets to Adopted Children (Grants) to Muslim 
Communities in Mojorejo Village Laban Village Mojolaban District Sukoharjo 
Regency, Thesis: Family Law Study Program (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah) 
Faculty of Syari'ah, IAIN Surakarta. 
 
 This study aims to determine the implementation of the law of the 
distribution of assets in Islam against adopted children of Muslim communities in 
Mojorejo Hamlet, Mojolaban District, Sukoharjo Regency. 
 This type of research is included in the research which is descriptive in 
nature, which is intended to provide as much detailed data as possible about 
humans, conditions or other symptoms. So in this case illustrate or describe the 
practice of giving property to adopted children of the Muslim Community of 
Mojorejo Village, Laban Village, Mojolaban District, Sukoharjo Regency. 
 Based on research in the field, the authors conclude that in the 
distribution of assets that occur in Mojorejo Hamlet, Mojolaban District, 
Sukoharjo Regency to their adopted children and biological children tend to be 
more in the rules of the family, they prefer to think logically because of family 
factors rather than they are confused must review through Islamic law. The 
majority of the Mojolaban villagers are Muslim, but they do not pay close 
attention to the laws in the family in an Islamic way, especially in the distribution 
of assets. Based on Islamic law, if there is an error in the distribution of assets, 
such as the adopted child who does not receive a will given a mandatory 
inheritance more or less than 1/3 of the inheritance of his adopted parents, then it 
can be said to be untrue, but, according to developments in the community , about 
right and wrong ultimately arises based on situations and conditions that exist in 
the family. 
 
 
 
Keywords: Giving Assets to Adopted Children 
 
 
 
xviii 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL .................................................................................... i 
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ............................... ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ..................................... iii 
HALAMAN NOTA DINAS ......................................................................... iv 
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASAH ............................................. v 
HALAMAN MOTTO ................................................................................... vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ............................................... viii 
KATA PENGANTAR .................................................................................. xiv 
ABSTRAK ................................................................................................... xvi 
DAFTAR ISI ................................................................................................ xviii 
 
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 
A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah .................................................................................. 5 
C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 5 
D. Manfaat Penelitian…………………………………………….... ............ 6 
E. Telaah Pustaka………………………………………………….. ............ 6 
F. Kerangka Teori………………………………………………….  ........... 9 
G. Metode Penelitian………………………………………………. ............ 23 
H. Sistematika Penulisan…………………………………………... ............ 26 
BAB II LANDASAN TEORI ....................................................................... 28 
A. Anak Angkat………………………………………………… ................. 28 
1. Pengertian Anak Angkat………………………………… .................. 28 
2. Hak dan Kewajiban Anak Angkat……………………….. ................. 30 
3. Pemberian Harta Kepada Anak Angkat………………….. ................. 35 
B. Warisan………………………………………………………. ................ 37 
1. Al-Muwaris (Pewaris)……………………………………. ................. 38 
2. Al-Waris (Ahli Waris)……………………………………. ................ 39 
xix 
 
3. Tirkah…………………………………………………….. ................. 40 
C. Hibah dan Wasiat…………………………………………….................. 41 
 
BAB III DESKRIPSI LOKASI……………………………………… ........... 45 
A. Gambaran Umum Desa………………………………………….. ............. 45 
1. Kondisi Geografis…………………………………………… ............ 45 
2. Gambaran Umum Demografis………………………………. ............ 47 
a. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)………………….. ............. 47 
b. Visi dan Misi Desa Laban……………………………….. ............. 50 
c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa… ............ 54 
3. Kondisi Ekonomi……………………………………………. ............ 56 
a. Potensi Unggulan Desa…………………………………… ......... 56 
b. Pertumbuhan Ekonomi…………………………………… .......... 58 
c. Mata Pencaharian Penduduk……………………………… ......... 59 
B. Praktek Pemberian Harta Terhadap Anak Angkat di Desa Mojolaban ....... 60 
 
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN 
HARTA KEPADA ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT 
MUSLIM JAWA DI DUSUN MOJOREJO DESA LABAN 
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO .... 67 
 
BAB V PENUTUP…………………………………………………… .......... 81 
A. Kesimpulan……………………………………………………….. ........... 81 
B. Saran……………………………………………………………… ............ 82 
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 84 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
LAMPIRAN – LAMPIRAN 
1 
 
BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Harta merupakan salah satu hal yang bisa menjadikan permasalahan 
pelik dalam keluarga. Menjadi sebuah permasalahan karena harta akan 
membuat banyak konflik terkait dengan bagaimana pembagiannya dari siapa 
yang harus mendapatkan lebih banyak dalam keluarga. Di Indonesia, bagi 
keluarga yang memiliki orang tua kaya, entah itu kaya dalam bentuk uang 
maupun kaya dalam bentuk benda, tetapi, tetap saja keduanya merupakan 
harta dan bila harta tersebut sudah disisihkan oleh orang tua untuk kemudian 
dipersiapkan untuk dibagi-bagikan kepada anak atau bagian keluarga lain, 
harta tersebut akan menjadi harta yang siap diwariskan. Jadi, secara umum 
warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli 
waris. Waris sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindahnya 
sesuatu dari seseorang kepada orang lain. 
Nah, karena adanya warisan inilah banyak sekali terjadi konflik 
tentang bagaimana cara adil dalam membaginya. Karena dalam Islam sendiri 
Allah telah mensyariatkan tentang pembagian warisan kepada anak-anaknya, 
seperti dalam Al Quran An-Nisa ayat 11. 
 يػث َّنيهىلىػف ًٍينىػتىنٍػثا ىؽٍوىػف نءاىسًن َّنيك ٍفًإىف ًٍينىػيىػثٍػنلأا ِّظىح يلٍثًم ًر ىكَّذًلل ٍميًكدلاٍكىأ فِ يوَّللا يميكيًصويي ىؾىرىػت اىم اىثيل
 ىدًحاىك ٍتىنا ىك ٍفًإىك ٍفًإىف هدىلىك يوىل ىفاىك ٍفًإ ىؾىرىػت اَّمم يسيدُّسلا ا ىميهٍػنًم 
ودًحاىك ِّليكًل ًوٍيىوىػبلأىك يفٍصِّنلا ا ىهىلىػف نة
 ىك ًدٍعىػب ٍنًم يسيدُّسلا ًوِّملأىف هةىوٍخًإ يوىل ىفاىك ٍفًإىف يثيلُّػثلا ًوِّملأىف يهاىوىػبىأ يوىًثرىكىك هدىلىك يوىل ٍنيكىي ٍىلَ يًصويي 
وةَّيًص
1 
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 ىًب ىوَّللا َّفًإ ًوَّللا ىنًم نةىةًيرىف انعٍفىػن ٍميكىل يبىرٍػقىأ ٍميهُّػيىأ ىفكيرٍدىت لا ٍميكيكاىنٍػبىأىك ٍميكيكاىبَ ونٍيىد ٍكىأ ا ا نميًلَى  ىفاىك 
( انميًكىح١١) 
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 
dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih 
dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 
anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan 
untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang 
yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1
 
 
Bentuk pembagian harta warisan dalam ayat di atas sangat jelas yaitu 
kepada anak dan kepada ibu bapaknya dan semuanya juga sangat jelas bahwa 
yang disebutkan adalah keluarga sedarah atau sekandung. Lalu bagaimana jika 
pewaris mempunyai anak atau orang lain yang ternyata mereka adopsi atau 
dipungut untuk menjadi bagian dari keluarga? Bagaimanakah pembagiannya?. 
Terlepas dari hukum Islam berdasarkan ayat-ayat yang jelas dalam Al-
Qur‟an mengenai pembagian harta warisan, maka ada beberapa hukum dalam 
masyarakat yang juga menyempurnakan hukum pembagian harta warisan 
dalam keluarga. Terutama di Indonesia, bisa saja orang tua kemudian tidak 
memberikan harta warisannya kepada anak kandung justru memberikan 
kepada orang lain karena merasa orang lainlah yang lebih dekat dengan 
mereka dan anak-anaknya merupakan anak yang tidak memperhatikan 
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mereka. Atau harta warisan dihibahkan kepada yayasan tertentu untuk 
digunakan secara umum kepada umat untuk mencari ridha Tuhan.  
Memang pada hakikatnya syariat Islam adalah membagikan harta 
kepada anak-anaknya atau bagian keluarga. Bentuk kebijaksanaan lain dalam 
pembagian harta warisan biasanya selalu dimusyawarahkan dalam keluarga. 
Seperti yang dibahas mengenai pembagian hak harta kepada anak angkat. 
Anak angkat atau anak asuh secara hukum sebetulnya tidak mempunyai hak 
atas harta warisan dari orang tua asuhnya. Pertama karena anak asuh adalah 
anak yang diangkat oleh orang tua asuh karena belas kasihan orang tua asuh, 
atau atas dasar orang tua kandung yang menyerahkan perwaliannya.
2
 Lebih 
jelas dijelaskan dalam Qur‟an Surat Al-Ahzaab (33) ayat 4 berikut. 
 ًتا ىهَّميأ َّنيهٍػنًم ىفكيرًىاىظيت يًئلالا يميكىجاىكٍزىأ ىلىعىج اىمىك ًوًفٍو ىج فِ ًٍينىػبٍلىػق ٍنًم وليجىرًل يوَّللا ىلىعىج اىم اىمىك ٍميك
 َّسلا مًدٍهىػي ىويىىك َّقٍىلحا يؿويقىػي يوَّللاىك ٍميكًىاىو ٍػفىًأب ٍميكيلٍوىػق ٍميكًلىذ ٍميكىءاىنٍػبىأ ٍميكىءاىي
ًَ ٍدىأ ىلىعىج( ىليًب٤) 
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah 
hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang 
kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak 
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu 
hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang 
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
3
 
 
Ayat di atas memang tidak secara jelas menjelaskan tentang 
pembagian waris tentang anak angkat, tetapi ada arti dalam ayat tersebut yang 
kemudian mengarahkan kepada orang tua untuk tidak menjadikan anak angkat 
sebagai anak kandung. Jadi, dalam kaitannya dengan pembagian harta, tidak 
bisa anak angkat mendapatkan harta waris layaknya anak kandung.  
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 Harun, Badriyah. Panduan Praktis Pembagian Waris. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2009), hlm.8 
3 Qur‟an Surat Al-Ahzaab (33) ayat 4-5 
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Dusun Mojorejo merupakan sebuah dusun kecil di Sukoharjo. Dusun 
tersebut mayoritas adalah Muslim dengan penduduknya yang masih 
memegang teguh budaya Jawa dalam setiap aktifiytasnya, seperti adanya 
kendurenan, bancaan, dan lain-lain yang merupakan adat asli Jawa dari dulu 
hingga sekarang, selain itu, penduduk dusun Mojorejo juga masih lebih 
mempercai adanya hukum adat Jawa daripada hukum yang ada entah dari 
Islam itu sendiri atau yang lain seperti masih percaya adanya pohon bertuah 
atau wingit, dan sebagainya. Sedangkan dalam keluarga, masyarakat dusun 
Mojorejo juga masih mempercayai sistem banyak anak banyak rejeki jadi 
mereka pada umumnya mempunyai anak lebih dari satu, bagi masyarakat atau 
keluarga yang tidak mempunyai keturunan lebih memilih mengangkat anak 
dari teman atau dari saudara dekatnya, untuk memberikan hartanya kepada 
anak angkat tesebut sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia. Dengan 
cara mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menjadi saksi 
bahwa anak angkat tersebut telah sah di angkat oleh orang tua angkatnya dan 
mempeoleh harta kekayaan dari orang tua angkat tersebut.
4
 
Di desa Mojolaban sistem pengangkatan anakpun dilakukan seperti 
layaknya pengakatan anak asuh di masyarakat pada umumnya. Mereka bagi 
keluarga yang mampu dan tidak mempunyai anak (keturunan) bisa mengambil 
anak asuh dengan syarat sederhana yaitu mereka mampu menghidupi dan juga 
mampu berlaku adil sehingga tidak ada kata-kata penyesalan dikemudian hari 
dan mengakibatkan anak yang diangkat terlunta-lunta. Pada umumnya di 
                                                             
4 Suwito, Wawancara Pribadi pada tanggal 25 April 2018. Pukul 18.30 WIB 
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masyarakat Mojorejo mereka mengambil anak asuh dari masyarakat terdekat 
mereka, sehingga mereka jarang sekali mengadopsi dari panti asuhan atau 
yang lain. Masyarakat Mojorejo lebih mengutamakan kekeluargaan sehingga 
tidak ada hitam di atas putih layaknya di panti asuhan.   
Tetapi, bagaimana hukumnya dengan hak kehartaan kepada anak 
angkat menurut aturan atau adat masyarakat di Jawa terutama masyarakat 
Muslim di desa Mojorejo. Apakah sama dengan aturan sah menurut Islam atau 
mereka akan menggunakan aturan adat tersendiri, terkait masyarakat Jawa 
adalah masyarakat dengan adat ketimuran yang selalu menggunakan hati 
ketika berlaku. Maka, berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk 
mencoba mangkaji tentang pemberian harta kepada anak angkat dalam sebuah 
penelitian yang berjudul “Pemberian Harta Kepada Anak Angkat (Hibah) 
Pada Masyarakat Muslim di Desa Mojorejo Kelurahan Laban 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan 
merumuskan masalah yaitu 
“Bagaimana Praktek Pemberian Harta (Hibah) Terhadap Anak Angkat di 
Dusun Mojorejo Kelurahan Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten 
Sukoharjo?” 
C. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan hukum pembagian harta dalam Islam terhadap anak angkat 
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masyarakat muslim di Dusun Mojorejo Kelurahan Laban Kecamatan 
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil 
penelitian adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai upaya menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat 
tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan di masyarakat 
Islam Jawa 
b. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umunya 
dan Ilmu Hukum Islam khusunya. 
2. Manfaat praktis 
a. Dapat diketahui kedudukan seorang anak angkat terhadap harta 
warisan orang tua angkat. 
b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat terutama 
dalam pembagian harta warisan. 
E. Telaah Pustaka 
Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang kajiannya 
hampir sama, seperti pada penelitian Roro Widyah Prima Gumilang (2009) 
dengan judul penelitian  “Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Di 
Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Studi Kasus pada Keluarga 
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Alm.Karnadi dan Keluarga Alm.Kusyayin)”5. Penelitiannya adalah penelitian 
deskriptif dengan hasil penelitian bahwa 1) Pengangkatan anak dilakukan 
melalui jalur hukum dan sah menurut hukum disebut Adopsi. Anak angkat 
memiliki status yang sama seperti anak kandung. Kedudukan anak angkat 
sama seperti anak kandung, disekolahkan, dinafkahi secara lahir batin (diberi 
nasehat, kasih sayang, dan dipenuhi secara materi sesuai kemampuan orang 
tua angkat masing-masing). 2) Keluarga yang memiliki anak angkat belum 
semua melakukan pembagian waris. Keluarga yang belum pernah melakukan 
pembagian waris untuk anak angkat baru memiliki rencana pembagian waris, 
rencana tersebut akan menggunakan sistem pembagian waris anak angkat 
secara hukum perdata. Keluarga yang telah melakukan pembagian waris 
menggunakan sistem pembagian secara hukum perdata. 3) Proses pewarisan 
menngunakan sistem kewarisan individual, yaitu sistem yang ahli warisnya 
mewarisi harta warisan secara perorangan. Dengan sifat kewarisan yang diatur 
dalam KUH Perdata (BW) adalah “individual mutlak”. Pelaksanaan 
pembagian warisan dilaksanakan dengan musyawarah keluarga untuk 
mencapai kesepakatan serta saling memperhatikan satu sama lain yang terlibat 
dalam pembagian waris adalah Notaris yang telah ditunjuk oleh keluarga, 
proses penyelesaiannya disaksikan dan disahkan oleh Modin dan Carik 
sebagai Wakil Aparat Desa. 
Penelitian berikutnya adalah penelitian Ngazis Masturi (2017) dengan 
judul penelitian  “Model Hibah Terhadap Anak Angkat Di Tinjau Dari 
                                                             
5 Gumilang. Jurnal  hukum dan kewarganegaraan fakultas ilmu sosial universitas negeri 
semarang. (2009) 
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Segihukum Islam”. 6  Penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan hasil 
penelitian bahwa, 1) kedudukan anak angkat menurut Islam adalah tidak bisa 
disamakan sebagaimana anak kandung, dan orang tua angkat tidak boleh 
memutuskan hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandung 
atau orang tua asalnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak adalah 
merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang 
terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat 
pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya, sementara dalam 
penetapan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya dengan 
diistilhaqkan kepada orang tua angkatnya. 2) Anak angkat dalam hukum 
Islam, tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi bisa 
menerima harta orang tua angkatnya dengan cara mendapatkan hibah dan 
apabila orang tua angkat sebelumnya memberikan hibah kepada anak 
angkatnya meninggal dunia, anak angkat tetap bisa menerima harta 
peninggalan orang tua angkatnya yaitu dengan cara wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta orang tua angkatnya. 
Penelitian berikutnya telah dilakukan oleh Hikmatul Mahfiyyah (2016) 
dengan judul penelitian “Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli 
Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa”7. Penelitiannya adalah penelitian 
kualitatif dengan hasil penelitian bahwa Akibat hukum dari anak angkat yang 
ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal yaitu dalam 
                                                             
6 Masturi. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019  
7 Mahfiyah. Jurnal Nasional Ilmu Hukum Universitas Jember. 2016  
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pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum 
anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh 
bagian warisan dari orang tua angkatnya. Akibat hukum ini bagi anak angkat 
terhadap hukum warisnya adalah anak angkat hanya akan mewarisi harta 
gono-gini bersama-sama dengan ahli waris lainnya, akan tetapi anak angkat 
tidak berhak atas harta asal dari orang tua angkatnya sebab ia juga akan 
menjadi ahli waris orang tua kandungnya, jadi dalam hukum adat dikenal 
dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh “air dari dua sumber” sebab 
di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli 
waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya. Sedangkan pada hukum Islam 
anak angkat akan mendapatkan warisan dengan pemberian wasiat wajibah 
sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Di 
kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak 
kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik 
terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya. 
Berdasarkan telaah pustaka di atas penelitian ini sama dengan 
penelitian tersebut di lihat dari kajiannya yaitu tentang hukum pembagian 
harta kepada anak angkat. Perbedaannya adalah pada penelitian ini mengkaji 
tentang hukum Jawa yang diterapkan pada masyarakat muslim di sebuah desa.  
F. Kerangka Teori 
1. Anak Angkat  
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menyebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa 
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anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 
tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 
putusan atau penetapan pengadilan.
8
 
Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya 
bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna 
pengalihan kekuasaan tersebut akan terjabar sesuai dengan keyakinan 
(agama) yang di anut dalam proses pengangkatan anak. Terkhusus bagi 
orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan 
hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan 
tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang 
tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam. 
Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan 
hukum yang dilakukan untuk memperoleh anak orang lain dan 
menjadikannya mempunyai hubungan yang sama seperti anak kandung 
terhadap orang tua angkatnya. 
Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan  bahwa: Anak angkat adalah 
anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, 
orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggunng jawab atas 
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam 
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lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau 
penetapan pengadilan.  
Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh 
orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan 
tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta 
kekayaan rumah tangganya.
9
 Anak angkat (adopsi) adalah suatu perbuatan 
pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian 
rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan anak yang 
dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang 
ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.
10
 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak 
angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan 
asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga 
hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang 
mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung. 
Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak 
orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara 
orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu 
hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua 
dengan anak kandungnya sendiri.
11
 Pengangkatan anak adalah perbuatan 
yang memasukkan ke dalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi 
anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan 
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kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu 
biologisnya, hal mana biasa terjadi di Indonesia.
12
  
Dalam kenyataan di masyarakat, alasan pengambilan anak angkat 
bermacam-macam, ada anak yang diangkat untuk diasuh dan dididik 
dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ada pula anak yang diangkat 
sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung. Ada pula 
anak yang diangkat hanya sebagai anak angkat biasa dan bahkan terkadang 
tidak mendapatkan apapun dari orang tua angkatnya hanya sebagai anak 
angkat dan orang tua angkat. 
2. Warisan 
Warisan berasal dari kata waris yang berasal dari bahasa Arab Al-
miira>ts, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinititif) dari kata 
waritsa- yaritsu- irtsan- miira>tsan. Maknanya menurut bahasa ialah 
berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu 
kaum kepada kaum lain.
13
 Jadi, Warisan adalah harta yang tidak dimiliki 
secara penuh oleh satu orang, dalam arti kata warisan dimiliki oleh ahli 
waris sebelum dibagikan secara syariat Islam.
14
 Warisan juga bisa 
diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal 
kepada ahli warisnya yang masih hidup.
15
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Kesamaan dari sisi cara mendapatkan harta warisan tanpa diduga 
inilah yang menjadikannya memiliki hukum rkaz secara qiyas. Dengan 
demikian harta warisan yang telah dibagi secara syariat dan memiliki 
secara sah oleh ahli masing-masing adalah harta yang memenuhi kriteria 
kepemilikan penuh. Harta warisan yang terbagi dan memiliki secara sah 
memiliki standar minimal 85 gram emas 24 karat. Jika aset warisan  yang 
didapat oleh seseorang itu berada di bawah nisab tersebut, harta warisan 
tadi tidak terkena wajib zakat.
16
  
Dalam pewarisan ada 3 rukun yang harus diperhatikan yaitu: 
a. Al-Muwaris (pewaris) 
Orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. 
Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal secara 
hakiki, secara yuridis h}ukmy atau secara takdiry berdasarkan 
perkiraan.
17
 
1) Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan 
dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. 
2) Mati h}ukmy adalah seseorang yang secara yuridis melalui 
keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi 
seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang tanpa 
diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan 
hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan 
                                                             
16 Syakur, Ahmad, hal 79 
17 Rofiq Ahmad, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1995), hal. 22-23. 
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meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum 
yang mengikat. 
3) Mati taqdiry yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal 
dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain 
yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun 
tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat ia 
telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal 
dunia. 
Menurut Amir Syarifuddin, al-mawaris adalah orang yang telah 
meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih 
kepada keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi 
karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Maka 
berdasarkan asas ijbari, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak 
menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan 
secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk 
mewasiatkan hartanya.
18
 
b. Al-Waris (Ahli Waris) 
Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik 
karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat 
memerdekakan hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris dalam 
keadaan hidup pada saat al-muwaris meninggal. Termasuk dalam 
pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-h}aml). 
                                                             
18 Syarifuddin Amir, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 204-
205. 
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Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui 
gerakan (kontraksi) atau secara lainnya, baginya berhak mendapatkan 
warisan. Maka, perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling 
sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk 
mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.
19
 
Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak 
menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab 
untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris. Dengan syarat 
dalam keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak 
ada penghalang mewarisi. Berbeda dengan waris yang hilang 
(mah}fu>d), maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang 
si mah}fu>d masih hidup, untuk menjaga hak si mah}fu>d apabila masih 
hidup. Apabila dalam waktu tertentu si mah}fu>d tidak datang dan 
diduga meninggal maka sebagian tersebut dibagi kepada ahli waris 
sesuai perbandingan saham masing-masing. Sedangkan apabila 
terdapat kasus salah satu ahli waris adalah anak yang masih dalam 
kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut saat 
kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai 
anak tersebut dilahirkan.
20
 
 
 
                                                             
19 Rofiq Ahmad, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1995), hal.23 
20 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama, 
2002), hal.33. 
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3. Hibah  
Hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam 
Al-Qur‟an. Wahaba artinya adalah memberi dan jika subyeknya adalah 
Allah SWT berarti memberi karunia atau menganugerahi (QS. Ali Imran 
3;8). Dalam kamus al-Munawir kata hibah merupakan mashdar dari kata 
wahaba yang artinya adalah pemberian.
21
  
Setiap ahli dan ulama merumuskan kata hibah berbeda-beda, 
seperti menurut Jumhur Ulama yang merumuskan hibah adalah pemberian 
sukarela kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan 
berpindahnya pemilikan harta dari pemberi kepada orang yang diberi. 
Kemudian menurut Abdul AlRahman Al Jaziri yang menghimpun hibah 
menjadi 4 mazhab yaitu menurut mazhab Hanafi sebagai memberikan 
sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, menurut 
mazhab Maliki yaitu memberikan milik suatu zat dengan tanpa imbalan 
kepada orang yang diberi atau juga disebut dengan hadiah. Mazhab Syafii 
yang mengatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar 
sewaktu masih hidup.
22
 
Jadi, dari beberapa arti di atas dapoat disimpulkan bahwa hibah 
adalah akad atau sebuah perjanjiuan yang menyatakan perpindahan milik 
seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.  
                                                             
21 Al Munawwir, Warson. Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap. (Yogyakarta: 
Pustaka Progresif. 1997) hlm, 1548 
22 Abd Al Rahman. Kitab al Fiqh „ala al Madzahib al Arba‟ah (Beirut: Dar al Fikr, 1972 
Juz 3) hlm, 208-209 
17 
 
 
Hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam bentuk 
sebuiah kebijakan yang positif dan hukumnya sunah seperti menurut 
Firman Allah Surah An nisa, 4;4. 
( انئًيرىم انئيًن ىى يهويليكىف انسٍفىػن يوٍنًم 
وءٍيىش ٍنَى  ٍميكىل ىٍبًْط ٍفًإىف نةىلًٍنِ َّنًًتِاىقيدىص ىءاىسِّنلا اويتَىك٤) 
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 
dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
23
 
 
Tetapi, walaupun hubah tersebut bersifat positif dan baik terkadang 
juga bisa menimbulkan kebencian bagi orang lain yang merasa tidak 
mendapatkan terutama hibah dikalangan keluarga maupun oirganisasi. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau 
perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang 
lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. 
Hibah dengan maknanya yang umum adalah sebagaia berikut: 
a. Ibra‟, yaitu menghibahkan harta kepada orang yang berutang 
b. Shadaqah, yaitu menghibahkan harta dengan harapan mendapatkan 
suatu pahala di akherat kelak 
c. Hadiah, yaitu pemberian yang menurut orang yang di beri untuk 
memberikan suatu imbalan atau balas jasa.
24
 
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 210 ayat (1) 
menyatakan bahwa: 
                                                             
23 Surah An nisa, 4;4 
24 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jld. 3, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 316. 
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a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat 
dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 
1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua 
orang saksi untuk dimiliki. 
b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
25
 
Adapun dasar hukum hibah terdapat dalam al-Qur‟an dan hadits, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. QS. Al Munafiqun 10: 
 ىىلًإ ًنِىتٍر َّخىأ ىلاٍوىل ِّبىر ىؿويقىػيىػف يتٍوىمٍلا يميكىدىحىأ ىتٍِأىي ٍفىأ ًلٍبىػق ٍنًم ٍميكاىنٍػقىزىر اىم ٍنًم اويقًفٍنىأىك 
 ىينًًلحاَّصلا ىنًم ٍنيكىأىك ىؽَّدَّصىأىف وبًيرىق ولىجىأ 
 
Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan 
kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara 
kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak 
menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang 
menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 
yang saleh?
26
 
b. QS. ali Imran 38 
 ىكًلاىنيى اَى ىد اًَّيرىكىز  يوَّبىر  ىؿاىق  ِّبىر  ٍبىى  ًل  ٍنًم  ىكٍنيدىل  نةَّيِّريذ  نةىبِّيىط  ىكَّنًإ  يعي ًىسَ  ًءاَى ُّدلا (٨٣) 
Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya 
Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".
27
 
 
Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu: 
a. Wahib (pemberi) 
Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. 
Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, 
                                                             
25 Tim Redaksi Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013, 
hlm. 386. 
26 QS. Al Munafiqun 10 
27 QS. ali Imran 38 
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kemudian ia meninggal, maka hibah yang di keluarkan adalah 
sepertiga dari harta peninggalan. 
b. Mauhub lah (penerima) 
Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa 
seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta. 
c. Mauhub 
Mauhub adalah barang yang dihibahkan. 
d. Shighat (ijab dan qabul) 
Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan 
qabul, seperti dengan lafazh hibah, athiyah (pemberian), dan 
sebagainya. 
Adapun syarat hibah adalah sebagai berikut: 
a. Syarat-syarat pemberi hibah di antaranya adalah: 
1) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan 
2) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya 
3) Pemberi hibah adalah baligh 
4) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan 
keridhaan 
b. Syarat-syarat penerima hibah 
Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian 
hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka 
hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian 
hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh 
20 
 
 
walinya, pemeliharaannya atau pendidikannya, sekalipun orang 
asing.
28
 
c. Syarat-syarat barang yang dihibahkan 
1) Benar-benar wujud (ada) 
2) Benda tersebut bernilai 
3) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang 
dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, 
dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. 
4) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara 
tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa 
tanahnya. 
5) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, 
sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti 
halnya jaminan. 
d. Shighat (ijab qabul) 
Ijab qabul di kalangan ulama mazhab Syafi‟i merupakan syarat sahnya 
suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang 
berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu: 
1) Sesuai antara Qabul dengan Ijabnya 
2) Qabul mengikat Ijab 
3) Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan; aku 
hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah.
29
 
                                                             
28 Sabiq sayyid, Ibid, hlm. 317 
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4. Wasiat 
Wasiat adalah bentuk jama‟nya berartiu pesan-pesan, sedangkan 
dalam kamus besar bahasa Indonesia wasiat adalah pesan terakhir yang 
disampaikan oleh orang yuang akan meninggal (umumnya berkenaan 
dengan harta kekayaan).
30
 Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu 
benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku 
setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini terdapt dalam pasal 194-
209 yang mengatur keseluruhan prosedur tentang wasiat. 
Wasiat tersebut di syariatkan melalui Al-Quran Surat An-Nisa; 11 
sebagai berikut.  
 ىف ًٍينىػيىػثٍػنلأا ِّظىح يلٍثًم ًرىكَّذلًل ٍميًكدلاٍكىأ فِ يوَّللا يميكيًصويي ىؾىرىػت اىم اىثيليػث َّنيهىلىػف ًٍينىػتىنٍػثا ىؽٍوىػف نءاىسًن َّنيك ٍفًإ
 ىلىك يوىل ىفاىك ٍفًإ ىؾىرىػت اَّمم يسيدُّسلا ا ىميهٍػنًم 
ودًحاىك ِّليكًل ًوٍيىوىػبلأىك يفٍصِّنلا ا ىهىلىػف نة ىدًحاىك ٍتىنا ىك ٍفًإىك ٍىلَ ٍفًإىف هد
 ًوِّملأىف يهاىوىػبىأ يوىًثرىكىك هدىلىك يوىل ٍنيكىي  ٍكىأ اىًب يًصويي 
وةَّيًصىك ًدٍعىػب ٍنًم يسيدُّسلا ًوِّملأىف هةىوٍخًإ يوىل ىفاىك ٍفًإىف يثيلُّػثلا
 َى  ىفاىك ىوَّللا َّفًإ ًوَّللا ىنًم نةىةًيرىف انعٍفىػن ٍميكىل يبىرٍػقىأ ٍميهُّػيىأ ىفكيرٍدىت لا ٍميكيكاىنٍػبىأىك ٍميكيكاىبَ ونٍيىد ا نميًكىح انميًل
(١١) 
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu 
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga 
dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 
maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, 
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, 
jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
                                                                                                                                                                       
29 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 
139. 
30 Almunawir, Warson Ahmad, hal, 1563 
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mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini 
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
31
 
 
Jadi ada makna dalam ayat tersebut yaitu wasiat yang tertulis dan 
selalu berada di sisi orang yang memberikan wasiat merupakan sebuah 
bentuk kehati-hatian sebab kemungkinan orang yang berwasiat tersebut 
ada kemungkinan mati secara tiba-tiba. 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat 
wajibah disebut dalam pasal 209 ayat 1 dan 2, sebagai berikut: 
a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai 
dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat 
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. 
b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya. 
Jadi, berdasarkan yang disebut pada pasal 209 KHI ayat 1 dan 2, dapat 
dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud adalah wasiat yang 
diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkatnya yang tidak 
                                                             
31 Surat An-Nisa; 11 
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diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya 
dengan jumlah maksimal 1/3.
32
 
G. Metode Penelitian 
Dalam pembahasan suatu masalah maka penggunaan suatu metode 
sangat diperlukan sekali, terutama di dalam kita mengumpulkan data-data 
dalam hubungan pembahasan terhadap suatu masalah. Untuk memperoleh 
data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode: 
1.  Pendekatan 
Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis 
merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada ilmu hukum dan 
berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam 
masyarakat.
33
 Dengan pendekatan ini, peneliti ingin mengetahui dan 
memperoleh kejelasan tentang kedudukan anak angkat terhadap harta 
warisan orang tua angkat menurut hukum adat yang ada di daerah sekitar. 
2. Jenis Penelitian 
Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian yang 
bersifat Deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 
Dengan kata lain untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat 
membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka 
                                                             
32 Andi Syamsu Alam, dan Fauzan. Hukum Pengagkatan anak Perspektif Islam (Jakarta: 
Pena, 2008), hlm. 80-81 
33  Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Semarang: Ghalia Indonesia, 
1988), hal.106. 
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menyusun teori-teori baru.
34
 Maka dalam hal ini menggambarkan atau 
melukiskan mengenai praktek pemberin harta terhadap anak angkat. 
3. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data primer 
Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 
bersangkutan yang memerlukannya.
35
 Data yang berupa sejumlah 
keterangan atau fakta yang diperoleh secara   langsung dari: 
1). Lokasi Penelitian 
Masyarakat di Dusun Mojorejo Kelurahan Laban 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
2). Subyek Penelitian 
Yaitu masyarakat di Dusun Mojo yang memiliki anak 
angkat dan memberikan harta terhadap anak tersebut. Dalam hal ini 
adalah tokoh, masyarakat, tokoh agama, masyarakat dusun 
Mojorejo itu sendiri dan anak angkat. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 
                                                             
34  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia 
Press, 2001), hal. 10. 
35 Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Ghalia 
Indonesia, Bogor, 2002) hlm 82 
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ada.
36
 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
yang bersumber dari buku, jurnal, penelitian lain yang berkaitan dengan 
waris, pewarisan anak angkat dan juga tentang penelitian kualitatif. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Studi Lapangan 
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 
terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang 
dilakukan dengan cara:  
1) Wawancara  
Wawancara adalah cara untuk memeperoleh informasi 
dengan  cara bertanya  langsung pada  yang diwawancarai, dan  
merupakan proses interaksi dan komunikasi.
37
 Wawancara 
dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-
orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh 
data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan 
kebenarannya. Dalam peneletian ini, peneliti melakukan wawancara 
langsung dengan orang-orang yang bersangkutan dengan skripsi ini 
atau para tokoh adat yang ada dan di anggap tahu. 
Wawancara dilakukan kepada masyarakat di Dusun 
Mojorejo Laban, Mojolaban Sukoharjo, terutama kelarga yang 
mempunyai anak angkat dan membagikan harta kepada anak angkat 
                                                             
36 Ibid, hlm 58 
37
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Ghalia Indonesia, Semarang, 
1988) hlm. 57. 
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tersebut, beserta tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat 
desa.  
b. Studi Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan 
lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang 
bersifat documenter, seperti arsip desa, dan dokumen lainnya. 
5. Teknik Analisis Data 
Karena penulisan ini menggunakan penulisan deskriptif maka 
metode analisis data induktif yang sesuai dengan penelitian ini adalah 
dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu 
pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan 
data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh 
atau metode analisis. Di dalam penelitian ini literatur yang ada 
hubungannya dengan kedudukan anak angkat dipadukan dengan pendapat 
responden ( orang yang di wawancarai ) di lapangan dan dianalisis secara 
kualitatif dan dicari pemecahanannya dan kemudian dapat ditarik 
kesimpulannya. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan hukum terdiri atas 5 (lima) Bab yang disusun 
secara sistematis, diamana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang 
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi 
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penulisan hukum. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 
Dalam bab I pendahuluan ini mencantumkan tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 
metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan. 
Bab II mengenai Landasan teori yang didalamnya mencantumkan 
tentang tinjauan umum mengenai pemberian harta kepada anak, seperti anak 
angkat, pemberian harta kepada anak angkat, warisan, dan hibah dan wasiat.  
Bab III berisi tentang data mengenai masyarakat di Dusun Mojorejo 
Kelurahan Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, berkaitan 
dengan pengangkatan anak angkat dan pembagian harta terhadap anak angkat 
Dalam bab IV ini penulis memaparkan hasil penelitian dan membahas 
mengenai pelaksanaan hukum pembagian kehartaan dalam Islam terhadap 
anak angkat masyarakat muslim di Dusun Mojorejo Kelurahan Laban 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan diakhiri dengan 
pembahasan.  
Bab V sebagai penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
  
A. Anak Angkat 
1. Pengertian Anak Angkat  
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menyebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa 
anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 
tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 
putusan atau penetapan pengadilan.
38
 
Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh 
orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan 
tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta 
kekayaan rumah tangganya.
39
 Anak angkat (adopsi) adalah suatu 
perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri 
sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan 
anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, 
seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.
40
 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak 
angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan 
                                                             
38
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat,(Bandung, Alumni, 1991), hal.20 
39
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung : Alumni, 1994), hlm.20. 
40
 Surojo Wignjodipuro, Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta : Kinta, 1992) , hlm.14. 
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asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga 
hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang 
mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung. 
Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak 
orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara 
orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu 
hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua 
dengan anak kandungnya sendiri.
41
 Pengangkatan anak adalah perbuatan 
yang memasukkan ke dalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi 
anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan 
kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu 
biologisnya, hal mana biasa terjadi di Indonesia.
42
  
Dalam kenyataan di masyarakat, alasan pengambilan anak angkat 
bermacam-macam, ada anak yang diangkat untuk diasuh dan dididik 
dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ada pula anak yang diangkat 
sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung. Ada pula 
anak yang diangkat hanya sebagai anak angkat biasa dan bahkan terkadang 
tidak mendapatkan apapun dari orang tua angkatnya hanya sebagai anak 
angkat dan orang tua angkat. 
Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan  bahwa: Anak angkat adalah 
anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, 
                                                             
41
 Ibid, hlm 14 
42
 R. Soepomo., Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981), hal 
101 
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orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggunng jawab atas 
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam 
lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau 
penetapan pengadilan. 
Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya 
bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna 
pengalihan kekuasaan tersebut akan terjabar sesuai dengan keyakinan 
(agama) yang di anut dalam proses pengangkatan anak. Terkhusus bagi 
orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan 
hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan 
tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang 
tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam. 
Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu 
perbuatan hukum yang dilakukan untuk memperoleh anak orang lain dan 
menjadikannya mempunyai hubungan yang sama seperti anak kandung 
terhadap orang tua angkatnya. 
2. Hak dan Kewajiban Anak Angkat 
Ketika munculnya pengadopsian anak, maka akan banyak muncul 
undang-undang akan hal tersebut karena terkait perlindungan dari anak 
tersebut dan juga terkait permasalahan lain dengan anak kandung. 
Berdasarkan sumber-sumber yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa 
alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu 
pengangkatan anak. 
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a. Dilihat dari sisi adopsi, karena adanya alasan43:  
1) Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan 
2) Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau 
anaknya 
3) Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak 
orang lain yang membutuhkan 
4) Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk 
melakukan suatu pengangkatan anak 
5) Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak 
untuk kepentingan pihak tertentu 
b. Dilihat dari sisi orangtua anak, karena adanya alasan: 
1) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri 
2) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena 
ada pihak yang ingin mengangkat anaknya 
3) Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak 
saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain 
4) Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orangtuanya.  
5) Ingin anaknya terjamin materil selanjutnya 
6) Masih mempunyai anak-anak beberapa lagi 
7) Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak 
sendiri 
                                                             
43
 Setyawati Soemitro Irma,  Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 
1990, hlm. 40 
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8) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat 
dari hubungan yang tidak sah.  
9) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak 
yang tidak sempurna fisiknya. 
Tujuan pengangkatan anak di Indonesia jika ditinjau dari segi 
hukum adat berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, 
terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan pengangkatan anak, 
yaitu: 
1) Karena tidak mempunyai anak 
2) Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orangtua si 
anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya 
3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak 
mempunyai orangtua (yatim piatu) 
4) Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak 
perempuan atau sebaliknya. 
5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa 
mempunyai anak kandung 
6) Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan 
yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi 
kemanusiaan. Untuk menyambung keturunan dan men dapatkan 
pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak 
7) Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan 
menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.  
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8) Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak 
terurus 
9) Karena si anak sering penyakitan atau selalu meningggal, maka 
untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada 
keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak 
dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat 
dan panjang umur.  
Dengan demikian pengangkatan anak merupakan suatu 
perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita 
dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman 
masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia
44
. 
Apabila adopsi dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 
1974, maka akibat hukumnya tunduk kepada UU No. 1 Tahun 1974 
yang meliputi: 
1) Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, yaitu: 
Didalam  Pasal 45 dinyatakan bahwa : 
a) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak -anak 
mereka sebaik-baiknya. 
b) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdidri sendiri, 
kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara 
kedua orangtua putus.  
                                                             
44 Mundaris Zain, Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum), (Sinar Grafika, 
Jakarta, 1985), hal.4.  
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Didalam Pasal 47 dinyatakan bahwa: 
“Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya 
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 
permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke 
atas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 
berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: 
a) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya  
b) Ia berkelakuan buruk sekali. 
2) Kewajiban orangtua terhadap harta benda anak, yaitu: 
Pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : “orangtua 
tidak  diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-
barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila 
kepentingan anak itu menghendakinya”. 
3) Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu selain berhak atas 
pemeliharaan dan pendidikan juga mempunyai kewajiban sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: 
a) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka 
yang baik 
b) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut 
kemampuannya orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, 
bila mereka memerlukan bantuannya.  
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Akibat hukum Pengangkatan anak yaitu timbul hubungan keperdataan 
meliputi nafkah, pemelihraan anak dan waris antara anak yang iangkat 
dengan orangtua angkat. 
3. Pemberian Harta Kepada Anak Angkat 
Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak, orang tua angkat 
harus tahu mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Untuk 
menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, Islam mengatur tentang 
syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat dalam 
mengangkat anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai 
berikut:
45
  
a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan 
orang tua kandung dan keluarganya.  
b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua 
angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, 
demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris 
dari anak angkatnya.  
c. Hubungan kehartabendaan antara anak angkat dengan orang tua 
angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah. 
d.  Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya 
secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.  
e. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan 
terhadap anak angkatnya.  
                                                             
45 Qardhawi Yusuf, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 
hlm. 319 
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f. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-
sama orang yang beragama Islam, agar sianak tetap pada agama yang 
dianutnya. 
Dalam syarat-syarat tersebut di atas tertulis bahwa dalam 
pembagian harta dari orang tua angkat kepada anak angkat sifatnya adalah 
wasiat dan hibah. Karena dalam pengangkatan anak ada beberapa tujuan 
tertentu seperti untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu 
perkawinan tidak memperoleh keturunan, dimana hal ini merupakan 
motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan keluar yang positif 
dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga 
setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak.  
Jadi dalam pewarisan atau pembagian harta anak angkat hanya 
berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan 
orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 209 ayat (2) 
yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi 
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya.” 46  Pada umumnya orang tua angkat melakukan wasiat ini 
karena dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa 
terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah 
berbuat baik menemani orang tua angkatnya, oleh karena itu Islam sama 
sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari 
harta peninggalan orang tua angkatnya.  
                                                             
46  Roihan A Rasyid, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem 
Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 82 
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B. Warisan 
Warisan berasal dari kata waris yang berasal dari bahasa Arab Al-miira>ts, 
dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinititif) dari kata waritsa- 
yaritsu- irtsan- miira>tsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya 
sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum 
lain.
47
 Jadi, Warisan adalah harta yang tidak dimiliki secara penuh oleh satu 
orang, dalam arti kata warisan dimiliki oleh ahli waris sebelum dibagikan 
secara syariat Islam.
48
 Warisan juga bisa diartikan sebagai perpindahan hak 
kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.
49
  
Kesamaan dari sisi cara mendapatkan harta warisan tanpa diduga inilah 
yang menjadikannya memiliki hukum rkaz secara qiyas. Dengan demikian 
harta warisan yang telah dibagi secara syariat dan memiliki secara sah oleh 
ahli masing-masing adalah harta yang memenuhi kriteria kepemilikan penuh. 
Harta warisan yang terbagi dan memiliki secara sah memiliki standar minimal 
85 gram emas 24 karat. Jika aset warisan  yang didapat oleh seseorang itu 
berada di bawah nisab tersebut, harta warisan tadi tidak terkena wajib zakat.
50
  
 
 
 
                                                             
47
 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 1996), hal33. 
48  Syakur, Ahmad. Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: 
Dilengkapi Hibah & Wasiat. (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015), hal, 79 
49 Rofiq Ahmad, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995),  hal. 
13. 
50 Syakur, Ahmad, hal 79 
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Dalam pewarisan ada 3 rukun yang harus diperhatikan yaitu: 
1. Al-Muwaris (pewaris) 
Orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya 
adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara 
yuridis h}ukmy atau secara takdiry berdasarkan perkiraan.51 
a. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan 
dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. 
b. Mati h}ukmy adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan 
hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam 
kasus seseorang yang dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan 
bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui 
upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan 
hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
c. Mati taqdiry yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. 
Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara 
lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui 
kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat ia telah meninggal, maka 
dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia. 
Menurut Amir Syarifuddin, al-mawaris adalah orang yang telah 
meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada 
keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi karena 
merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Maka berdasarkan 
                                                             
51 Rofiq Ahmad, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1995), hal. 22-23. 
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asas ijbari, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan 
kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh 
Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewasiatkan 
hartanya.
52
 
2. Al-Waris (Ahli Waris) 
Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena 
hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan 
hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris dalam keadaan hidup pada saat al-
muwaris meninggal. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang 
masih dalam kandungan (al-h}aml). Meskipun masih berupa janin, apabila 
dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau secara lainnya, 
baginya berhak mendapatkan warisan. Maka, perlu diketahui batasan yang 
tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini 
dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan 
dinasabkan.
53
 
Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak menguasai 
dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi 
yang dihubungkan dengan pewaris. Dengan syarat dalam keadaan hidup, 
diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak ada penghalang mewarisi. 
Berbeda dengan waris yang hilang (mah}fu>d), maka pembagian waris 
dilakukan dengan cara memandang si mah}fu>d masih hidup, untuk menjaga 
                                                             
52 Syarifuddin Amir, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 204-
205. 
53 Rofiq Ahmad, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1995), hal.23 
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hak si mah}fu>d apabila masih hidup. Apabila dalam waktu tertentu si 
mah}fu>d tidak datang dan diduga meninggal maka sebagian tersebut dibagi 
kepada ahli waris sesuai perbandingan saham masing-masing. Sedangkan 
apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah anak yang masih dalam 
kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut saat kelahirannya. 
Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut 
dilahirkan.
54
 
3. Tirkah 
Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta 
tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan si mayit telah 
dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara‟ 
untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut mauru>s. Dari 
pengertian tersebut terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta 
peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah semua yang 
ditinggalkan si mayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta 
waris (tirkah) adalah harta peninggalan secara syara‟ berhak dimiliki ahli 
waris dan terbatas dari hak orang lain di dalamnya.
55
 
Definisi hukum waris adat, menurut pendapat beberapa sarjana dan 
ahli hukum di antaranya adalah menurut Hilman Hadikusuma bahwa, “ 
Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan 
tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris 
                                                             
54 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama, 
2002), hal.33. 
55  Ibnu Abidin, Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar, (Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 
1966), hal.35. 
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dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan 
dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum 
penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.
56
 
Menurut Iman Sudiyat: “Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan 
keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan 
dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari 
generasi ke generasi.
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Selanjutnya Teer Haar menyatakan bahwa: “…….hukum waris adat 
adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke 
abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak 
berwujud dari generasi pada generasi. Ia menjelaskan bahwa hukum waris 
adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta 
mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak 
berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses 
ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup dan tidak menjadi 
“akut” oleh karena oarng tua meninggal dunia. 58 
C. Hibah dan wasiat 
Hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-
Qur‟an. Wahaba artinya adalah memberi dan jika subyeknya adalah Allah 
SWT berarti memberi karunia atau menganugerahi (QS. Ali Imran 3;8). 
                                                             
56
 Hadikusuma Hilman, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1999), 
Hal.7. 
57
 Sudiyat Iman, Hukum Adat Sketsa Azas, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981), Hal. 151 
58
 Teer Haar, Beginselen en Stelsel Van het Adatrecht, (Jakarta: JB Groningen, 1950), hal 
197. 
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Dalam kamus al-Munawir kata hibah merupakan mashdar dari kata wahaba 
yang artinya adalah pemberian.
59
  
Setiap ahli dan ulama merumuskan kata hibah berbeda-beda, seperti 
menurut Jumhur Ulama yang merumuskan hibah adalah pemberian sukarela 
kepada orang lain tanpa ganti rugu, yang mengakibatkan berpindahnya 
pemilikan harta dari pemberi kepada orang yang diberi. Kemudian menurut 
Abdul AlRahman Al Jaziri yang menghimpun hibah menjadi 4 mazhab yaitu 
menurut mazhab Hanafi sebagai memberikan sesuatu benda dengan tanpa 
menjanjikan imbalan seketika, menurut mazhab Maliki yaitu memberikan 
milik suatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi atau juga 
disebut dengan hadiah. Mazhab Syafii yang mengatakan bahwa hibah adalah 
memberikan milik secara sadar sewaktu masih hidup.
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Jadi, dari beberapa arti di atas dapat disimpulkan bahwa hibah adalah 
akad atau sebuah perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang 
kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.  
Hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam bentuk 
sebuah kebijakan yang positif dan hukumnya sunah seperti menurut Firman 
Allah Surah An nisa, 4;4.
61
 
( انئًيرىم انئيًن ىى يهويليكىف انسٍفىػن يوٍنًم 
وءٍيىش ٍنَى  ٍميكىل ىٍبًْط ٍفًإىف نةىلًٍنِ َّنًًتِاىقيدىص ىءاىسِّنلا اويتَىك٤) 
 
                                                             
59 Al Munawwir, Warson. Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap. (Yogyakarta: 
Pustaka Progresif. 1997) hlm, 1548 
60 Abd Al Rahman. Kitab al Fiqh „ala al Madzahib al Arba‟ah (Beirut: Dar al Fikr, 1972 
Juz 3) hlm, 208-209 
61 Qur‟an Surat An-Nisa ayat 4 
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Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 
dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 
 
Tetapi, walaupun hibah tersebut bersifat positif dan baik terkadang 
juga bisa menimbulkan kebencian bagi orang lain yang merasa tidak 
mendapatkan terutama hibah dikalangan keluarga maupun organisasi 
Wasiat adalah bentuk jama‟nya berartiu pesan-pesan, sedangkan 
dalam kamus besar bahasa Indonesia wasiat adalah pesan terakhir yang 
disampaikan oleh orang yuang akan meninggal (umumnya berkenaan 
dengan harta kekayaan).
62
 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu 
benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku 
setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini terdapt dalam pasal 194-
209 yang mengatur keseluruhan prosedur tentang wasiat. 
Wasiat tersebut di syariatkan melalui Al-Quran Surat An-Nisa; 11 
sebagai berikut.  
 يػث َّنيهىلىػف ًٍينىػتىنٍػثا ىؽٍوىػف نءاىسًن َّنيك ٍفًإىف ًٍينىػيىػثٍػنلأا ِّظىح يلٍثًم ًر ىكَّذًلل ٍميًكدلاٍكىأ فِ يوَّللا يميكيًصويي اىم اىثيل
 ىك ٍفًإ ىؾىرىػت اَّمم يسيدُّسلا ا ىميهٍػنًم 
ودًحاىك ِّليكًل ًوٍيىوىػبلأىك يفٍصِّنلا ا ىهىلىػف نة ىدًحاىك ٍتىنا ىك ٍفًإىك ىؾىرىػت يوىل ىفا
 يسيدُّسلا ًوِّملأىف هةىوٍخًإ يوىل ىفاىك ٍفًإىف يثيلُّػثلا ًوِّملأىف يهاىوىػبىأ يوىًثرىكىك هدىلىك يوىل ٍنيكىي ٍىلَ ٍفًإىف هدىلىك  ًدٍعىػب ٍنًم
 انعٍفىػن ٍميكىل يبىرٍػقىأ ٍميهُّػيىأ ىفكيرٍدىت لا ٍميكيكاىنٍػبىأىك ٍميكيكاىبَ ونٍيىد ٍكىأ اىًب يًصويي 
وةَّيًصىك َّفًإ ًوَّللا ىنًم نةىةًيرىف
( انميًكىح انميًلَى  ىفاىك ىوَّللا١١) 
 
                                                             
62 Almunawir, Warson Ahmad, hal, 1563 
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Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu 
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga 
dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 
maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, 
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, 
jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini 
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
63
 
 
Jadi ada makna dalam ayat tersebut yaitu wasiat yang tertulis dan 
selalu berada di sisi orang yang memberuikan wasiat merupakan sebuah 
bentuk kehati-hatian sebab kemungkinan orang yang berwasiat tersebut 
ada kemungkinan mati secara tiba-tiba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
63 Qur‟an Surat An-Nisa ayat 11  
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BAB III 
DESKRIPSI LOKASI 
 
Desa Laban termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Mojolaban, 
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sejarah dari nama Laban diambil dari 
kondisi atau keadaan pemukiman yang banyak tumbuh pohon laban, bahkan 
hampir setiap pekarangan atau kebun warga terdapat tumbuhan tersebut. Bermula 
dari kondisi tersebut dijaman dahulu kala masa kerajaan Kasunanan Surakarta, 
hunian atau pemukiman tersebut diberi nama Laban. Pada awalnya, wilayah Desa 
Laban terdiri dari sepuluh dusun, yakni Laban Wetan, Laban Kulon, Badran, 
Mojorejo, Mojo, widorokandang, Karjan, Jatiteken, Soroyudan, Kaplingan.  
A. Gambaran Umum Desa 
1. Kondisi Geografis 
Secara geografris Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten 
Sukoharjo, dilihat dari beberapa aspek tijuan meliputi: 
a. Iklim: 
1) Curah hujan   : 240-180 Hari 
2) Suhurata-rata harian  : 28 C. 
3) Tinggi tempat   : 104 mdl. 
4) Bentang Wilayah  : Datar/ berbukit/ lereng gunung. 
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b. Tipologi: 
1) Desa Kepuluan     
2) Desa Pantai/pasir     
3) Desa Sekitar hutan     
4) Desa Terisolir     
5) Desa perbatasan dengan Kabupaten lain  
c. Orbitasi  
1) Berada di ibu Kota Kecamatan   
2) Jarak ke ibu Kota Kecamatan 
3) Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 
4) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan 
5) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 
6) Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 
7) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten 
d. Batas Desa: 
1) Sebelah Utara   : Ds. Plumbon 
2) Sebelah Timur  : Ds. Wirun 
3) Sebelah Selatan  : Ds. Tegal Made 
4) Sebelah Barat   : Bengawan Solo 
e. Luas wilayah: 
Luas wilayah Desa Laban adalah : 225,437 ha. 
 
 
 Ya/tidak 
 Ya/tidak 
 Ya/tidak 
 Ya/tidak 
 Ya/tidak 
 Ya/tidak 
 4 Km 
 0,2 jam 
 2 Km 
 11 Km 
 0,5 Jam 
 1 Jam 
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f. Topografi 
Desa Laban terbagi dalam tiga dusun, tujuh dukuh, enam rukun warga 
(RW), dan 24 rukun tetangga (RT). Masing-masing dusun dipimpin oleh 
seorang kepala dusun (Kadus). Berikut pembagian wilayah Desa Laban: 
Dusun Dukuh RW RT 
Kadus I Dukuh Laban Wetan Dukuh Laban Kulon I, II 01,02, 03, 04, 05 
Kadus II Dukuh Badran Dukuh Mojorejo Dukuh Mojo 
Dukuh 
WidorokandangDukuhSoroyudanDukuhKaplingan 
III, IV, V 06, 07, 08, 09 ,10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 
Kadus III Dukuh Jatiteken Dukuh Krajan VI  17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 
  
2. Gambaran Umum Demografis 
Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai 
penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, 
memeliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur 
Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran 
pada Wilayah sebagai berikut: 
a. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) : 
1) Umur :  
NO KELOMPOK UMUR JUMLAH/ORANG 
1. 0-5 Tahun 408 
2. 6-15 Tahun 707 
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3. 16-60 2865 
4. 65 Keatas 347 
                      Jumlah 4327 
2) Jumlah Jiwa 
a) Jumlah Jiwa   : 4691 orang 
b) Jumlah Laki-laki   : 2500 orang 
c) Jumlah Perempuan  : 2191 orang 
d) Jumlah Kepala Keluarga  : 1356 orang 
3) Mutasi Penduduk 
a) Datang    : 43 orang  
b) Pindah    : 34 orang 
c) Lahir    : 22 orang 
d) Meninggal   : 28 orang 
Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses 
perubahan sebagaimana tersebut pada angka 3, dan kondisi tersebut 
dikarenakan : 
a) Datang, berasal dari Malang 
b) Karena Pekerjaan 
c) Pindah tempat tinggal ke Desa Mojorejo, Kabupaten Sukoharjo 
d) Karena dekat dengan tempat kerja. 
e) Meninggal Dunia disebabkan karena: 
 Usia  
 Penyakit  
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4) Pendidikan: 
Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus 
berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian dalam 
tahun 2017, data penduduk yang lulus dari jenjang tingkatan 
pendidikan sebagai berikut: 
a) Belum Sekolah      : 405 orang 
b) TidakTamatSekolah  : 902 orang 
c) Tamat SD/Sederajat  : 837 orang 
d) SMP    : 764 orang 
e) SMA    : 753  orang 
f) Akademik    : 477 orang 
g) Sarjana    :  101  orang 
5) Penyebaran Penduduk 
Penyebaran penduduk di Desa Laban tersebar pada wilayah 
masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel:
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DUSUN 
JUMLAH PENDUDUK JUMLAH 
KK LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 2 3 4 
Laban Wetan 294 380 674 
Laban Kulon 357 348 705 
Badran 372 200 572 
                                                             
64 Suroto, Perangkat Desa Kelurahan Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, 
Wawancara Pribadi pada Tanggal 10 Juli 2018    
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Mojorejo 212 148 360 
Mojo  140 113 253 
Widorokandang  78 75 153 
Soroyudan 156 149 305 
Kaplingan 32 41 73 
Jatiteken 505 431 936 
Krajan 354 306 660 
Jumlah 2500 2191 4691 
 
b. Visi-Misi Desa Laban adalah sebagai berikut: 
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Laban 
saat ini yang dihubungkan dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Laban 
pada periode 6 (enam) tahun kr depan (tahun 2013-2018), disusun 
Visi sebagai berikut:  
1) Visi Desa Laban 
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa 
Laban saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa 
Laban pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2013-2018), 
disusun visi sebagai berikut: 
“Mewujudkan Masyarakat yang Berbudi Pekerti Luhur, 
Sejahtera, dan Berdaya Saing Berbasis Pertanian dan 
Industri Rumah Tangga” 
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Dengan penjelasan sebagai berikut: 
a) Desa Berbasis Pertanian dan Industri Rumah Tangga 
mengandung pengertian yaitu sebagai berikut. 
(1) Bahwa masyarakat Desa Laban mampu mewujudkan 
kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat 
desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada 
kemampuan dan kekuatan sendiri berbasis pada 
keunggulan lokal di bidang pertanian dan Industri Rumah 
Tangga, sehingga dengan petensi yang dimiliki tersebut 
dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak 
pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan 
mengurangi kemiskinan. 
(2) Bahwa dengan mengembangkan produk-produk yang 
inovasi dan kreatif dari sektor pertanian dan Industri 
Rumah Tangga dapat memunculkan produk-produk 
unggulan, contohnya produk pertanian organik, pupuk 
organik dan budidaya yang lainya. 
b) Sedangkan yang dimaksud dengan Masyrakat Mandiri adalah 
masyarakat yang mampu mengendalkan pada kemampuan dan 
kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal serta 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara 
global maupun spesifik, sehingga mampu dan terampil 
memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi 
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setiap permasalahan pembangunan khususnya dan 
permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan 
hidup sehari-harinya. 
c) Yang dimaksud masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa 
adalah bahwa terciptanya kerukunan hidup beragama di 
masyarakat dan tercukupinya kebutuhan masyarakat secara 
lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, 
kesehatan, rasa aman dan tentram). 
2) Misi Desa Laban 
Untuk mewujudkan visi Desa Laban 2013-2018 tersebut, maka 
Misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 
a) Berbudi Pekerti Luhur 
b) Mewujudkan Masyarakat yang beriman, bertaqwa, serta 
memiliki estetika dan etika. 
c) Menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. 
d) Menjaga ketentraman, kenyamanan, dan ketenangan 
masyarakat. 
e) Memupuk rasa gotong royong dan tenggang rasa. 
f) Mewujudkan tata kelola pemerintah, lembaga-lembaga tingkat 
desa yang transparan dan akuntabel. 
g) Sejahtera 
h) Memberdayakan dan mengembangkan potensi perekonomian 
masyarakat desa yang tangguh. 
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i) Mengelola potensi sumberdaya alam. 
j) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perdesaan 
yang memadai. 
k) Mewujudkan tata ruang dan Lingkungan Desa yang selaras dan 
berkelanjutan. 
l) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang sehat dan 
ketertiban bangunan di desa. 
m) Meningkatkan kualitas dan perluasan akses pelayanan 
masyarakat. 
n) Berdaya Saing. 
o) Memantapkan eksistensi dan meningkatkan peran serta 
kelembagaan dan masyarakat dalam pembangunan. 
p) Berbasis Pertanian. 
q) Mengembangkan pertanian menuju arah pertanian organic. 
r) Pengembangan konsep pertanian yang berorientasi pada 
peningkatan produksi sesuai dengan potensi lahan dan adaptasi 
teknologi pertanian. 
s) Penyediaan lahan percontohan untuk adaptasi teknologi 
pertanian. 
t) Normalisasi dan perbaikan system irigasi teknis yang sudah ada. 
u) Normalisasi dan peningkatan kwalitas hasil pertanian. 
v) Berbasis Industri Rumah Tangga. 
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w) Membangun dan menciptakan trade mark (ciri khas) produk 
rumah tangga yang dapat diunggulkan. 
x) Pengembangan jenis usaha. 
y) Kreatif untuk mencari terobosan jaringan pemasaran. 
z) Pelatihan kewirausahaan. 
c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 
Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, telah ditindaklanjuti 
dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penataan Peraturan Desa 
Nomor 141/34/2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah 
Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. 
1) Data Personil Perangkat: 
a) Kepala Desa   : Sugino, A.Md. 
b) Sekretaris Desa   : Hendra Budi Wijayanto 
c) Kepala Desa   
(1) Kaur Umum   : Joko Suryanto, A.Md. 
(2) Kaur Kuangan   : Endang Rukmini 
(3) Kaur Perencanaan  : AndriAjiSaputro  
(4) Kasi Pemerintahan  : Suroto, A.Md. 
(5) Kasi Kesejahteraan  : Suyoto 
(6) Kasi Pelayanan  : Iwan Budianto, ST. 
d) Kepala Dusun  
(1) Kepala Dusun I  : Setiyadi Raharjo, S.Kom 
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(2) Kepala Dusun II  : Eka Fajrin Solikin 
(3) Kepala Dusun III  : Hermawan Nugroho 
2) Dari Struktur yang ada jabatan dalam perangkat desa lengkap/terisi semua. 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi perangkat mengacu pada ketentuan 
yang berlaku yaitu Perda Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 dan 
lainnya yang terkait. Untuk efektifnya pelaksaan tugas sesuai bidangnya 
termasuk pengelolaan administrasi desa, sebagai berikut:  
Jabatan Jenis Buku Adm Model Keterangan 
Sekdes  Bk. Data Peraturan 
Desa Bk. Data Kep. 
Kepala Desa Bk. Data 
Aparat Pem Des Bk. 
Profil Desa Bk. 
RKPDesa Bk. 
APBDesa 
A.1 
A.2 
A.4 
F.3 
 
Kasi 
Pemerintahan 
Bk. Induk Penduduk 
Bk. Mutasi Penduduk 
Dt. Rekapitulasi 
Penduduk Akhir Bulan 
Bk. Penduduk 
Sementara Bk. 
Bromo Coroh 
B.1 
 
B.2 
B.3 
B.4 
 
B.12 
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Kasi 
Kesejahteraan 
Bk. Rencana 
Pembangunan 
Bk. Kegiatan 
Pembangunan 
Bk Investasi Proyek 
Bk. KPMD 
D.1 
D.2 
D.3 
D.4 
 
 
3. Kondisi Ekonomi 
a. Potensi Unggulan Desa 
1) Pertanian  
Komoditi sektor Pertanian yang berupa Tanaman Padi, dan 
sebagainya merupakan usaha produktif masyarakat dan 
memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat desa 
pada umumnya. Kepemilikan Tanaman Padi Sawah rata-rata 
dimiliki oleh masyrakat/Kepala Keluarga 300 KK pohon Produksi 
rata-rata setiap tahun 368 ton, usaha sampingan ini sangat 
membantu masyarakat. 
2) Peternakan  
Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak 
yaitu Sapi, Kerbau, Ayam, Bebek, Kambing, dan lain-lainya 
menjadi komoditi unggulan desa. Disamping itu, kondisi 
lingkungan juga sangat mendukung kegiatan usaha peternakan 
sehingga menjadikan usaha yang menjanjikan kepadanya, karena 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maupun 
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pemiliknya. Secara terperinci dapat kami sampaikan sebagai 
berikut:
65
 
Jenis 
Ternak 
Jumlah/ekor Perkembangan  Produksi/bln/thn 
Sapi  129 3 Rp. 25.000,000,- 
Ayam 
Telur 
- - - 
Ayam 
Pedaging 
- - - 
Ayam 
Kampung 
2.648 240   Rp. 800.000,- 
Dsb  - - - 
 
3) Industri 
Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah Tangga 
dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah 
Tangga (IRT) dan/atau Kelompok. Usaha tersebut telah 
berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat. Hal ini 
didukung kebutuhan pasar yang cukup menjanjikan, sebagai 
gambaran pendapatan yang diperoleh oleh pengrajin ssb:
66
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Jenis Industri 
RT 
Biaya Keterangan 
Total  
Nilai 
Produksi 
(Rp) 
Total Nilai 
Produksi 
(Rp) 
Bahan 
Baku (Rp) 
Bahan 
Penolong 
(Rp) 
Industri Pakaian - - Industri 
Pakaian 
- 
Industri 
Pertukangan 
- - Industri 
Pertukangan 
- 
Industri Pangan - - Industri 
Pangan 
- 
Industri 
Anyaman 
Bambu 
- - Industri 
Anyaman 
Bambu 
- 
Dsb  - - Dsb - 
 
b. Pertumbuhan Ekonomi 
Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris 
maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian 
dan/atau Peternakan, disamping sektor-sektor lainya yaitu berupa jasa 
industri, perkebunan, pertukangan dan lain-lainya. Tingkat 
Pertumbuhan sektor lainnya diluar sektor unggulan sangat 
memungkikan berkembang apabila adanya perhatian yang lebih dari 
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pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan 
bantuan permodalan secara berkesinambungan. 
Sebagian besar penduduk desa Laban masih menggantungkan 
hidup dari bertani dan berternak. Namun, jumlah buruh tani lebih 
banyak ketimbang petani pemilik lahan. Berdasarkan Pengkajian 
Keadaan Desa (PKD), Pemerintah Desa Laban memandang perlu 
meningkatkan keterampilan dan kemandirian anggota kelompok tani 
serta memberikan keterampilan bagi para pemuda. Upaya peningkatan 
keterampilan pertanian adalah memanfaatkan lahan dengan optimal, 
yakni dengan menanam buah seperti rambutan, klengkeng, 
mangga,dan penanaman pohon keras, serta sekolah lapang untuk 
penanaman padi berkualitas. 
c. Mata pencaharian Penduduk67 
Matapencaharian Jumlah 
Petani Pemilik Lahan 
Pemulung 
Pensiunan  
Karyawan 
Wiraswasta 
Jasa 
Buruh  
484 Orang 
3 Orang 
32Orang 
583 Orang 
84 Orang 
4 Orang 
831 Orang 
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Transportasi 
PNS/TNI Polri 
6 Orang 
115 Orang 
 
B. Praktek Pemberian Harta terhadap Anak Angkat di Desa Mojolaban 
Praktek pemberian Harta terhadap Anak Angkat di Desa Mojolaban 
Sukoharjo, lebih kepada bagaiamana hubungan antara ayah dan anak angkat, 
walaupun masyarakatnya adalah masyarakat pedesaan, tetapi mereka juga 
cenderung kuat akan aturan hukum Islam karena ada yang dituakan yaitu 
ustad mereka dan masyarakat selalu memasrahkan beberapa permasalahan 
keluarga mereka kepada ustad mereka yang mereka anggap lebih mampu. 
masyarakat desa Mojolaban memang mayoritas beragama Islam, tetapi tidak 
begitu memperhatikan hukum-hukum dalam keluarga secara Islam, terutama 
dalam pembagian harta. 
Berikut adalah hasil wawancara dengan perangkat desa mengenai 
adanya pembagian harta kepada anak angkat yang terjadi di Desa Mojolaban. 
Pendapat beliau tentang pembagian harta kepada anak angkat adalah 
jelas agama sebagai acuannya, akan tetapi ketika berhadapan dengan 
masyarakat desa, beliau tetap harus menggunakan asas kekeluargaan. Jadi jika 
terjadi masalah yang begitu rumit maka jalan keluarnya adalah dengan 
pendekatan kekeluargaan.
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Berdasarkan wawancara di atas, Bpk Eka Fajrin berusaha tetap 
bijaksana karena masyarakat percaya kepadanya. Masyarakat dusun Mojorejo 
merupakan masyarakat kecil yang akan lebih mudah percaya kepada realita, 
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maka beliau selalu melibatkan unsur kekeluargaan dalam memecahkan sebuah 
masalah di desa. Dalam pemberian harta kepada anak, kasus yang terjadi di 
masyarakat Mojorejo bukanlah permasalahan yang pelik, karena 
masyarakatnya tidak bisa ribet harus diikat dengan aturan yang mereka tidak 
tahu, apa yang masyarakat lakukan adalah dengan praktek pemecahan masalah 
secara kekeluargaan.  
Sebagai contoh adalah beberapa masyarakat yang telah memberikan 
sebagian hartanya kepada anak, seperti yang di alami oleh salah satu 
masyarakat yang merupakan anak angkat, dan sepeninggal orang tua 
angkatnya (ibu) ia mendapatkan sepertiga bagian dari rumah ayah angkat. 
Beni adalah anak angkat yang selalu menjaga orang tuanya (ayah angkat) 
karena anak kandungnya bekerja sebagai TKI di Malaysia. Jadi, selama anak 
kandungnya berada di Malaysia, orang tua (Ayah angkat) Pardiyono selalu 
dirawat oleh Beni (anak angkat). Selama 1 tahun lebih ayah angkat dirawat 
dirumah, Beni telah diberikan hak untuk meninggali rumah bagian belakang 
Ayah angkat.  
Ayah saya telah memberikan sebagian rumahnya yaitu bagian 
belakang rumah (dapur) kepada saya, agar saya bisa merawat bapak 
(Pardiyono) karena anak kandung dari bapak Pardiyono bekerja sebagai TKI 
di luar negeri.
69
  
Beni mendapatkan harta peninggalan bukan dalam bentuk warisan 
tetapi sebagai bentuk terima kasih dan juga sebagai salah satu upaya orang tua 
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angkat agar Beni bisa selalu dekat dengannya untuk menjaganya. Dalam 
pembagian harta yang dilakukan oleh Pardiyono adalah dengan memberikan 
tanah beserta bagian dapur untuk ditinggali oleh Beni anak angkatnya. Tidak 
ada perjanjian tertulis yang diberikan oleh Pardiyono, karena selama ini Asih 
sebagai anak kandungnya juga sudah akrab dengan Beni sehingga ia tidak 
mempermasalahkan dengan adanya Beni dalam rumah tangganya. Jadi, dalam  
pemberian harta tersebut lebih dari 1/3 bagian harta yang diberikan kepada 
Beni dan sisanya kepada anak kandungnya.  
Dalam pemberian Harta Beni memang tidak dilibatkan secara 
langsung oleh Pardiyono karena selama ini Beni jarang ada didekatnya dan 
Pardiyono hanya memberitahukan bahwa sebagian rumahnya (dapur) telah 
dijadikan rumah untuk Beni. Selama ini sang anak (asih) memang ingin 
berada di rumah, tetapi ia harus menyelesaikan kontrak hingga tahun depan, 
jadi keikhlasannya terhadap apa yang menjadi keputusan sang ayah adalah 
salah satu jalan terbaik menurutnya. Dengan memberikan sebagain harta 
sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Beni adalah hal yang terbaik sebagai 
bentuk balas budi, dan menganggap Beni sebagai adik juga adalah salah satu 
bentuk terima kasih dari Asih. Selama proses perawatan yang dilakukan oleh 
Beni menjadikannya sebagai bagian dari keluarga Bpk Pardiyono. 
Berbeda dengan pembagian harta yang dilakukan oleh Ibu Semi 
terhadap anak angkatnya. Bermula anak Semi mulai mengadopsi anak dari 
kecil karena tidak di beri buah hati pada hasil pernikahannya selama 7 tahun. 
Kemudian Ibu Semi mengadopsi anak dari umur 6 tahun, hingga sekarang 
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sang anak sudah berusia 21 tahun dan akan menikah. Setelah ditinggal 
meninggal selama 1 tahun lebih oleh suami, Ibu Semi telah memberikan 
sebagian hartanya kepada anak angkat berupa sebagian tanah yang dimilikinya 
disebelah rumah. Tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat oleh Ibu Pariyem 
atas tanah yang diberikan kepada anaknya, hanya saja Ibu Semi telah 
memberikan tanah dan juga telah mempersiapkan pondasi untuk rumah sang 
anak dan  calon suaminya. Berdasarkan hasil observasi dan sedikit wawancara 
dengan ibu Semi, mengenai pemberian harta kepada anaknya, beliau hanya 
ingin apa yang dimilikinya tidak ditinggalkan begitu saja dan ada yang 
menjaga. Selain itu, tanah yang ada disebelah rumah adalah tanah peninggalan 
dari suaminya, dan ia cukup dengan rumah yang ditinggalinya. 
Windha merupakan anak angkat dari Ibu Semi dan beliau telah 
memberikan semua harta yang dimilikinya karena anak angkatnya mau 
menikah. Sehingga tanah yang ada disebelah rumah diberikan kepada 
anaknya, dengan alasan agar keluarga yang lain tidak ikut-ikutan dan tanah 
tidak menjadi rebutan.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Ibu Semi tidak 
memandang apakah Windha adalah anak angkat atau anak kandung, karena 
belasan tahun telah dirawat hingga akan menikah, maka menurutnya Windha 
adalah anak yang akan mendapatkan bagian dari hartanya. Dalam pembagian 
harta (tanah) yang dilakukan oleh Ibu Semi tidak memperhatikan jumlah 
persentase dari harta yang dimilikinya dan juga tidak memperhatikan 
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hukumnya dalam Islam, Ibu Semi pun tidak membahas masalah apakah yang 
diberikan merupakan warisan atau bukan, karena selama Ibu Semi memang 
telah ikhlas dan menentukan pilihannya, maka keputusan tersebutlah yang 
menjadi penentunya.  
Dari kedua informan yang telah memberikan harta kepada anak 
angkatnya tampak bahwa mereka tidak melibatkan hukum Islam yang 
seharusnya berlaku dalam pembagian harta, mereka hanya melakukan 
berdasarkan naluri mereka sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya. 
Keduanya pada hakikatnya bentuk harta yang diberikan adalah sama yaitu 
berupa benda, tanah dan rumah perbedaannya adalah informan pertama 
memiliki anak kandung dan informan kedua tidak memiliki anak kandung.  
Jadi, pertimbangannya adalah informan pertama harus melakukan 
musyawarah terhadap anak kandungnya atas keputusan yang diambil 
mengenai memberikan sebagian dari rumahnya untuk ditinggali oleh anak 
angkatnya, sedangkan yang kedua keputusan diambil secara sepihak yaitu oleh 
orang tua sendiri. Jika menurut Islam hal ini bisa dikatakan tidak menyimpang 
karena kedua informan tidak menyebutkan apa yang diberikan adalah bentuk 
warisan, hanya berupa pemberian sebagai ucapan terimakasih atau sebagai 
bentuk kasih sayang mereka.   
Menurut Bpk Tarwidzi selaku tetua yang juga merupakan tokoh agama 
di Dusun Mojorejo, mengatakan bahwa di desa Mojorejo permasalahan 
pembagian harta dalam keluarga bukanlah masalah yang besar, karena 
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masing-masing keluarga mempunyai caranya sendiri dalam pembagian. 
Seperti dalam wawancara berikut. 
Bukan sebuah masalah mengenai pembagian harta di Desa Mojolaban. 
Selama yang diketahui, tidak ada yang mengeluhkan permasalahan harta 
warisan, walaupun ada beberapa cek cok yang beliau dengar, tetapi pada 
akhirnya selesai juga. masyarakat lebih mempertimbangkan secara 
keluargaan.
71
  
Salah satu contoh dari keluarga bpk Pardiyono yang sudah tua renta dan 
juga ditinggal oleh anaknya menjadi TKI di luar negeri, kemudian ia 
mengambil anak untuk merawatnya selama anaknya berada di luar negeri. 
Dalam Islam memang ada aturannya mengenai pembagian harta, akan tetapi 
masalah benar atau tidaknya hanya Allah yang tahu. Akan tetapi selama dari 
pihak keluarga tidak mempermasalahkan dan mereka menerimanya, itu tidak 
akan jadi kesalahan. Karena Islam merupakan agama yang rahmatan lil 
„alamin. 
Jadi berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa di Dusun 
Mojorejo, permasalahan mengenai pemberian harta kepada anak merupakan 
tanggung jawab dari keluarga itu sendiri, karena pada memang realitanya, 
ketika terjadi proses pembagian harta, terutama kepada anak angkat, pihak 
keluarga sudah memutuskan berdasarkan asas kekeluargaan, dan bapak 
Tarwidzi selaku tokoh agama di desa tersebut, juga tidak mengetahui banyak 
mengenai masalah keluarga masyarakatnya, karena masyarakat tidak banyak 
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bertatanya tentang hal itu. Beliau Bpk Tarwidzi hanya mensikapi secara 
positif berdasarkan pengalamannya dalam Islam, bahwa pembagian harta 
memang ada aturannya, akan tetapi masyarakat Dusun Mojorejo tidak banyak 
mengetahui, dan selama mereka mengalami proses pembagian harta, tidak 
pernah ada masalah tuntutan dalam keluarganya. 
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BAB IV  
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Kepada Anak Angkat 
Pada Masyarakat Muslim Jawa di Dusun Mojorejo Desa Laban Kecamatan 
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 
 
Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial 
yang sama dengan ikatan kewangsaan genetika biologis. Anak angkat dalam 
hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu 
dalam hal pembagian harta dan perkawinan. Anak angkat adalah seorang bukan 
turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh 
mereka sebagai anak turunannya sendiri. Anak angkat diperlakukan anak dalam 
kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala 
kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Di beberapa 
daerah di Indonesia mengenal adanya anak angka terutama di Jawa. Anak angkat 
itu pada hakikatnya mempunyai kedudukan hukum sebagai anak turunan juga 
mengenai harta yang diturunkan. Meski di beberapa daerah nampak kedudukan 
anak angkat perihal kewarisan tidak tepat sama dengan kedudukan anak turunan. 
Pada umumnya dalam pembagian harta pada suatu tempat, bila menggunakan 
lembaga adat, penentuannya bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat 
yang berlaku. Tetapi, ada juga yang proses pembagian hartanya tidak terpaku 
hukum, hanya berdasarkan persetujuan dalam keluarga saja.  
Sepertihalnya pada pembagian harta yang terjadi di Dusun Mojorejo 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang penduduknya di dominasi oleh 
para pekerja, dan petani. Dalam pemberian harta kepada anak angkat dan anak 
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kandung mereka cenderung lebih kepada aturan dalam keluarga, mereka lebih 
memilih untuk berfikir secara logis karena faktor kekeluargaan ketimbang mereka 
bingung harus meninjau melalui hukum Islam. Jadi, penerapan pemberian harta di 
Indonesia lebih mengutamakan unsur kekeluargaan dan kepantasan dalam 
pemberian harta kepada anak angkat. 
Berikut adalah hasil wawancara dengan perangkat desa mengenai adanya 
pembagian harta kepada anak angkat yang terjadi di Desa Mojolaban. 
Pendapat beliau tentang pembagian harta kepada anak angkat adalah jelas 
agama sebagai acuannya, akan tetapi ketika berhadapan dengan masyarakat desa, 
beliau tetap harus menggunakan asas kekeluargaan. Jadi jika terjadi masalah yang 
begitu rumit maka jalan keluarnya adalah dengan pendekatan kekeluargaan.
72
 
Berdasarkan wawancara di atas, Bpk Tarwidzi berusaha tetap bijaksana 
karena masyarakat percaya kepadanya. Masyarakat dusun Mojorejo merupakan 
masyarakat kecil yang akan lebih mudah percaya kepada realita, maka beliau 
selalau melibatkan unsur kekeluargaan dalam memcahkan sebuah masalah di 
desa. Dalam pemberian harta kepada anak, kasus yang terjadi di masyarakat 
Mojorejo bukanlah permasalahan yang pelik, karena masyarakatnya tidak bisa 
ribet harus diikat dengan aturan yang mereka tidak tahu, apa yang masyarakat 
lakukan adalah dengan praktek pemecahan masalah secara kekeluargaan.  
Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu yang 
dituakan sekaligus tokoh agama di dusun Mojorejo Kecamatan Mojolaban. 
Menurut Bpk Tarwidi selaku tetua yang juga merupakan tokoh agama di Dusun 
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Mojorejo, mengatakan bahwa di desa Mojorejo permasalahan pembagian harta 
dalam keluarga bukanlah masalah yang besar, karena masing-masing keluarga 
mempunyai caranya sendiri dalam pembagian. Seperti dalam wawancara berikut. 
Bukan sebuah masalah mengenai pembagian harta di Desa Mojolaban. 
Selama yang diketahui, tidak ada yang mengeluhkan permasalahan harta warisan, 
walaupun ada beberapa cek cok yang beliau dengar, tetapi pada akhirnya selesai 
juga. masyarakat lebih mempertimbangkan secara keluargaan.
73
  
Salah satu contoh dari keluarga bpk Pardiyono yang sudah tua renta dan 
juga ditinggal oleh anaknya menjadi TKI di luar negeri, kemudian ia mengambil 
anak untuk merawatnya selama anaknya berada di luar negeri. Dalam Islam 
memang ada aturannya mengenai pembagian harta, akan tetapi masalah benar atau 
tidaknya hanya Allah yang tahu. Akan tetapi selama dari pihak keluarga tidak 
mempermasalahkan dan mereka menerimanya, itu tidak akan jadi kesalahan. 
Karena Islam merupakan agama yang rahmatan lil „alamin. 
Jadi berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa di Dusun Mojorejo, 
permaslahan mengenai pemberian harta kepada anak merupakan tanggung jawab 
dari keluarga itu sendiri, karena pada memang realitanya, ketika terjadi proses 
pembagian harta, terutama kepada anak angkat, pihak keluarga sudah 
memutuskan berdasarkan asas kekeluargaan, dan bapak Tarwidzi selaku tokoh 
agama di desa tersebut, juga tidak mengetahui banyak mengenai masalah keluarga 
masyarakatnya, karena masyarakat tidak banyak bertatanya tentang hal itu. Beliau 
Bpk Tarwidzi hanya mensikapi secara positif berdasarkan pengalamannya dalam 
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Islam, bahwa pembagian harta memang ada aturannya, akan tetapi masyarakat 
Dusun Mojorejo tidak banyak mengetahui, dan selama mereka mengalami proses 
pembagian harta, tidak pernah ada masalah tuntutan dalam keluarganya. 
Praktek pemberian Harta terhadap Anak Angkat di Desa Mojolaban 
Sukoharjo, lebih kepada bagaimana hubungan antara ayah dan anak angkat, 
walaupun masyarakatnya adalah masyarakat pedesaan, tetapi religiusitas mereka 
cenderung kuat karena ada yang dituakan yaitu ustad mereka dan masyarakat 
selalu memasrahkan beberapa permasalahan keluarga mereka kepada ustad 
mereka yang mereka anggap lebih mampu. masyarakat desa Mojolaban memang 
mayoritas beragama Islam, tetapi tidak begitu memperhatikan hukum-hukum 
dalam keluarga secara Islam, terutama dalam pembagian harta. 
Penelitian ini terdapat 2 responden yang merupakan anak angkat dan 1 
responden yang merupakan anak kandung dan merupakan salah satu saudara 
angkat dari 2 responden tersebut. Responden selaku anak angkat ini turut andil 
dalam pembagian harta terhadap saudaranya. Sebagai contoh adalah yang di alami 
oleh salah satu masyarakat yang merupakan anak angkat, yang diadopsi karena 
faktor: 
1. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya, dan  
2. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung 
keturunan bagi yang tidak mempunyai anak 
Pada saat pengangkatan anak, keluarga bpk Pardiyono sudah 
membiacarakan segala hal dalam keluarga, terutama kepada Asih yang merupakan 
anak kandung dari bpk Pardiyino. Keputusan orang tua mengadopsi atau 
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mengangkat anak adalah agar ketika Asih bekerja sebagai TKI, mereka ada yang 
merawat. Situasinya Beni adalah anak angkat yang selalu menjaga orang tuanya 
(ayah angkat) karena anak kandungnya bekerja sebagai TKI di Malaysia. Jadi, 
selama anak kandungnya berada di Malaysia, orang tua (Ayah angkat) Pardiyono 
selalu dirawat oleh Beni (anak angkat). Selama 1 tahun lebih ayah angkat dirawat 
dirumah dan selama 3 bulan, Beni telah diberikan hak untuk meninggali rumah 
bagian belakang Ayah angkat.  
Ayah saya telah memberikan sebagian rumahnya yaitu bagian belakang 
rumah (dapur) kepada saya, agar saya bisa merawat bapak (Pardiyono) karena 
anak kandung dari bapak Pardiyono bekerja sebagai TKI di luar negeri
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Beni anak angkat yang telah diperlakukan dalam kecintaan, dinafkahi, 
diberikan pendidikan dan kebutuhannya. Beni mendapatkan harta peninggalan 
bukan dalam bentuk warisan tetapi sebagai bentuk terima kasih dan juga sebagai 
salah satu upaya orang tua angkat agar Beni bisa selalau dekat dengannya untuk 
menjaganya. Dalam pembagian harta yang dilakukan oleh Pardiyono adalah 
dengan memberikan tanah beserta bagian dapur untuk ditinggali oleh Beni anak 
angkatnya. Tidak ada perjanjian tertulis yang diberikan oleh bpk Pardiyono, 
karena selama ini Asih sebagai anak kandungnya juga sudah akrab dengan Beni 
sehingga ia tidak mempermasalahkan dengan adanya Beni dalam rumah 
tangganya. Setelah Ibu Sisri meninggal karena sakit, Beni sudah benar-benar 
penuh berada di rumah dan menempati dapur untuk menjadi tempat tinggal. 
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Tetapi, Bp Pardiyono tetap berkeinginan agar Beni tetap menjaganya selama Asih 
berada di Malaysia.  
Dalam pemberian Harta Beni memang tidak dilibatkan secara langsung 
oleh bpk Pardiyono karena selama ini Beni jarang ada didekatnya dan bpk 
Pardiyono hanya memberitahukan bahwa sebagian rumahnya (dapur) telah 
dijadikan rumah untuk Beni. Selama ini sang anak (asih) memang ingin berada di 
rumah, tetapi ia harus menyelesaikan kontrak hingga tahun depan, jadi 
keiklasannya terhadap apa yang menjadi keputusan sang ayah adalah salah satu 
jalan terbaik menurutnya. Dengan memberikan sebagain harta sebagai bentuk rasa 
terima kasih kepada Beni adalah hal yang terbaik sebagai bentuk balas budi, dan 
menganggap Beni sebagai adik juga adalah salah satu bentuk terima kasih dari 
Asih. Selama proses perawatan yang dilakukan oleh Beni menjadikannya sebagai 
bagian dari keluarga Bpk Pardiyono. 
Menurut Islam dalam pembagian warisan yang seharusnya mendapatkan 
adalah suami (bpk Pardiyono) dan anak perempuan (Asih), dan Beni tidak 
mendapatkan warisan karena statusnya adalah anak angkat. Tetapi dalam 
pembagian harta bukan dalam bentuk warisan, Beni mendapatkan ¼ bagian dari 
rumah yang dimiliki oleh Bp Pardiyono yaitu bagian dapur untuk ditinggali 
(sebagai rumah), bahkan pula telah dibelikan beberapa perabotan untuk Beni. Jika 
ditinjau dari segi hukum pembagian harta, jika anak angkat mendapatkan harta 
dari orang tua angkat, maka ia diperbolahkan untuk menerima 1/3 dari harta 
kekayaan, dan pada pembagian harta yang terjadi pada keluarga Bpk Pardiyono 
adalah 1/3 dari harta keseluruhan jika dilihat dalam bentuk benda yang diberikan 
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dari total harta yang dimiliki oleh Pardiyono, yaitu 1 rumah tipe 50/120, kebun 
belakang rumah, dan tanah yang dimiliki di Jaten, tidak dihitung harta lain yang 
tak tercatat. Jadi, menurut KHI pasal 209 ayat (2) perihal pembagian harta yang 
diberikan oleh keluarga bpk Pardiyono adalah sudah melebihi kadarnya, hal ini 
jika diperhitungkan berdasarkan hukum, tidak diperkenankan.  
Jika dipandang dari hukum Islam, pemberian harta ini bukanlah warisan 
jadi diperbolehkan, dan juga dalam pembagiannya, semua keluarga turut menjadi 
saksi dan mereka tidak keberatan. Pembagian pada akhirnya adalah anak 
perempuan kandung (Asih) seharusnya mendapatkan separuh dari harta yang 
dimiliki oleh almarhum ibu karena tidak memiliki saudara kandung lainnya tetapi 
karena suami dari almarhummah masih hidup maka Asih akan mendapatkan sisa 
dari ¼ harta yang diwariskan kepada suami.  Jika dalam pembagiannya keluarga 
mengatasnamakan harta yang diberikan adalah warisan maka, hal ini bertentangan 
dengan hukum Islam. 
Berbeda dengan pembagian harta yang dilakukan oleh Ibu Semi terhadap 
anak angkatnya. Bermula anak ibu Semi mulai mengadopsi anak dari kecil karena 
tidak di beri buah hati pada hasil pernikahannya selama 7 tahun. Kemudian Ibu 
Semi mengadopsi anak dari umur 6 tahun, hingga sekarang sang anak sudah 
berusia 21 tahun dan akan menikah. Selama menjadi anak angkat yang telah 
diberikan kepadanya adalah telah diberikan kecintaan, dinafkahi, diberikan 
pendidikan dan kebutuhannya.  Alasan Ibu Semi mengangkat anak adalah 
1. Karena tidak mempunyai anak 
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2. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak 
mampu memberi nafkah kepadanya 
Setelah ditinggal meninggal selama 1 tahun lebih oleh suami, Ibu Semi 
telah memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat berupa sebagian tanah 
yang dimilikinya disebelah rumah. Tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat oleh 
Ibu Semi atas tanah yang diberikan kepada anaknya, hanya saja Ibu Semi telah 
memberikan tanah dan juga telah mempersiapkan pondasi untuk rumah sang anak 
dan  calon suaminya. Berdasarkan hasil observasi dan sedikit wawancara dengan 
ibu Semi, mengenai pemberian harta kepada anaknya, beliau hanya ingin apa yang 
dimilikinya tidak ditinggalkan begitu saja dan ada yang menjaga. Selain itu, tanah 
yang ada disebelah rumah adalah tanah peninggalan dari suaminya, dan ia cukup 
dengan rumah yang ditinggalinya. 
Windha merupakan anak angkat dari Ibu Semi dan beliau telah 
memberikan semua harta yang dimilikinya jkarena anak angkatnya mau menikah. 
Sehingga tanah yang ada disebelah rumah diberikan kepada anaknya, dengan 
alasan agar keluarga yang lain tidak ikut-ikutan dan tanah tidak menjadi rebutan.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Ibu Semi tidak 
memandang apakah Windha adalah anak angkat atau anak kandung, karena 
belasan tahun telah dirawat hingga akan menikah, maka menurutnya Windha 
adalah anak yang akan mendapatkan bagian dari hartanya. Dalam pembagian 
harta (tanah) yang dilakukan oleh Ibu Semi tidak memperhatikan jumlah 
persentase dari harta yang dimilikinya dan juga tidak memperhatikan hukumnya 
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dalam Islam, Ibu Semi pun tidak membahas masalah apakah yang diberikan 
merupakan warisan atau bukan, karena selama Ibu Semi memang telah ikhlas dan 
menentukan pilihannya, maka keputusan tersebutlah yang menjadi penentunya.  
Berdasarkan hukum pemberian harta dalam Islam, harta yang diberikan 
kepada anak angkat (Windha) sudah melebihi batas pemberian yang seharusnya 
windha hanya bisa mendapatkan 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Jika berkaitan 
dengan warisan maka seharusnya yang mendapatkan warisan adalah istrinya saja 
yaitu ¼ bagian dari hartanya karena istri yang ditinggalkan tidak mempunyai anak 
dan cucu. Dalam pembagiannya untuk Ibu Semi, beliau justru telah memberikan 
sebagian hartanya yang berupa tanah dan juga turut membantu dalam membuat 
pondasi untuk rumah, sebenarnya dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan jika 
berkaitan dengan warisan, tetapi karena Windha adalah anak angkat satu-satunya 
sebagai penerus keluarga, maka Ibu Semi merelakan hartanya untuk diberikan 
kepada Windha. Jika berkaitan dengan harta yang diberikan adalah warisan maka 
apa yang dilakukan oleh responden 2 bertentangan dengan hukum Islam karena 
pembagian harta melebihi kadar yang telah ditentukan dalam hukum Islam itu 
sendiri. 
Jadi, apa yang dilakukan pada kedua responden tersebut di atas terhadap 
anak angkat lebih kepada wasiat wajibah yang mana telah diatur dalam hukum 
Islam. Pembagian wasiat ini tidak memerlukan wasiat lisan atau tertulis karena 
berdasarkan hukumnya yaitu ketika orang tua angkat meninggal, maka anak 
angkat akan mendapatkan 1/3 dari harta peninggalan. Pada kedua permasalahan 
pembagian harta di atas, hanya pada responden ibu Semi yang memang telah 
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melampaui nilai tertinggi pemberian harta kepada anak angkat yang seharusnya 
1/3 dari harta peninggalan, justru beliau telah memberikan hampir separuh dari 
harta yang dimiliki almarhum suaminya. Hal ini dikarenakan memang tidak ada 
keluarga lain yang ditinggalkan dalam keluarga ibu Semi. Pada responden bpk 
Pardiyono, beliau telah memberikan sekitar 1/3 dari harta yang memang menjadi 
bagian dari anak angkat. 
 Pada dasarnya Islam telah memberikan hukumnya tentang aturan 
pemberian harta kepada anak (kandung dan angkat). Masing-masing sudah ada 
istilahnya dan juga berbeda artinya. Seperti warisan yang memang diberikan 
kepada anak kandung, kemudian hibah, yang diberikan kepada yang 
dipercayakan, dan wasiat sesuatu yang diberikan kepada yang ditujukan. Jadi, 
tetap menurut islam bahwa warisan adalah hak yang hanya diterima oleh anak 
kandung, sedangkan untuk anak angkat bisa berupa hibah atau wasiat.  
 Berdasarkan hukum Islam bahwa memberikan warisan kepada anak 
kandung adalah wajib dengan membendakan berdasarkan gender dan jumlah 
anak, seperti dalam Qs. An Nisa; 11 berikut. 
  يػث َّنيهىلىػف ًٍينىػتىنٍػثا ىؽٍوىػف نءاىسًن َّنيك ٍفًإىف ًٍينىػيىػثٍػنلأا ِّظىح يلٍثًم ًر ىكَّذًلل ٍميًكدلاٍكىأ فِ يوَّللا يميكيًصويي  ًٍفإىك ىؾىرىػت اىم اىثيل
 ىك ٍفًإ ىؾىرىػت اَّمم يسيدُّسلا ا ىميهٍػنًم 
ودًحاىك ِّليكًل ًوٍيىوىػبلأىك يفٍصِّنلا ا ىهىلىػف نة ىدًحاىك ٍتىنا ىك ٍنيكىي ٍىلَ ٍفًإىف هدىلىك يوىل ىفا
 ويي وةَّيًصىك ًدٍعىػب ٍنًم يسيدُّسلا ًوِّملأىف هةىوٍخًإ يوىل ىفاىك ٍفًإىف يثيلُّػثلا ًوِّملأىف يهاىوىػبىأ يوىًثرىكىك هدىلىك يوىل ونٍيىد ٍكىأ اىًب يًص
 انعٍفىػن ٍميكىل يبىرٍػقىأ ٍميهُّػيىأ ىفكيرٍدىت لا ٍميكيكاىنٍػبىأىك ٍميكيكاىبَ( انميًكىح انميًلَى  ىفاىك ىوَّللا َّفًإ ًوَّللا ىنًم نةىةًيرىف١١) 
Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan 
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 
dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang 
jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 
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setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-
masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) 
mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia 
diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika 
dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat 
yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana.” 76 
 
 Sedangkan pemberian harta kepada anak angkat bukanlah pemberian harta 
waris karena telah dijelaskan bahwa warisan hanya kepada anak kandung 
(sedarah). Ayat dari surat berikut juga menjelaskan tentang perbedaan pemberian 
harta waris kepada anak kandung dan anak angkat. (QS al-Ahzaab: 4).
77
 
... ىػي ىويىىك َّقٍىلحا يؿويقىػي يوَّللاىك ٍميكًىاىو ٍػفىًأب ٍميكيلٍوىػق ٍميكًلىذ ٍميكىءاىنٍػبىأ ٍميكىءاىي
ًَ ٍدىأ ىلىعىج اىمىك ىليًبَّسلا مًدٍه 
“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. 
Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang 
benar)” 
 
Dijelaskan bahwa Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak 
kandung, dalam artian dalam segala hal yang berhubungan dengan anak kandung 
dan anak angkat memang tidak bisa disamakan, sepertihalnya harta waris. 
Berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut. 
“Adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan 
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” 
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 Menurut hukum Islam klasik, pengangkatan anak angkat (tabanni) 
memiliki perdebatan yang panjang. Secara yuridis Islam, mengangkat anak 
dihukumkan boleh (mubah) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh 
menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (nasabiyah). Hal ini 
berkaitan dengan tragedi pada masa Nabi saw mengangkat Zaid ibn Harisah 
menjadi anak. Belakangan orang sering memanggil Zaid dengan mengimbuhkan 
label bin Muhammad (Zaid ibn Muhammad). Sementara di masyarakat arab 
sendiri pengangkatan anak dianggap hal yang biasa misalnya Abu Huzaifah 
mengangkat anak terhadap Salim ibn 'Atabah. Salim pun dipanggil dengan 
panggilan Salim ibn Huzaifah. Keadaan ini berakibat ditegur oleh Allah, baik 
kasus nabi Muhammad maupun kasus Abu Huzaifah dengan turunnya Q.S. Al 
Ahzab ayat 4 dan 5, sebagai berikut:
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”Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai 
ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 
(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah 
mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah 
mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; 
itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-
bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama 
dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
 
 Konteks hukum Islam awal sangat jelas adanya larangan pengangkatan 
anak dengan menisbahkan namanya terhadap anak angkatnya, tidak ada hubungan 
kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku hukum mahram yaitu yang dianggap 
bukan muhrim serta dibolehkan untuk mengawini mereka. Konsep ini merupakan 
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reaksi terhadap tradisi pra Islam (Jahiliyah) ketika itu yang menganggap 
pengangkatan anak (tabanni) menimbulkan hubungan hukum saling mewarisi 
antara anak dan orang tua angkatnya, karena anak angkat itu dianggap sama 
seperti anak kandungnya sendiri.  
 Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang pada sisi tertentu 
membolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang 
ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah sbb:
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1. Memelihara garis turun nasab (genetik) seorang anak angkat sehingga jelaslah 
kepada siapa anak tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada 
hubungan, sebab dan akibat hukum. 
2. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas 
hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya. 
Fakta demikian, keberadaan anak angkat dalam hukum Islam sesungguhnya 
hanya merupakan legitimasi pembolehkan atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam 
dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Secara hukum, 
hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak diakomodir dengan 
ketentuan menyangkut hak dan kewajiban terhadap mereka. Tidak ada hak hukum 
bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan. Hubungan 
mereka adalah seperti hubungan antara orang lain kecuali keterikatan oleh kasih 
sayang secara privat dan bantuan sosial dari orang tua angkat terhadap anak 
angkatnya untuk mendidik, mengasih sayangi dan membiayai untuk berbagai 
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keperluan. Anak angkat memungkinkan memperoleh hibah maupun wasiat harta 
memiliki kedudukan yang sama dengan orang lain yang juga memungkinkan 
memperoleh hibah maupun wasiat harta dari orang lain. 
 Jadi, dalam beberapa kasus yang terjadi di Desa Mojolaban tentang 
pembagian harta kepada anak angkat, pada hakekatnya adalah melanggar hukum 
Islam dan Agama. Seperti tentang pembagian yang melebihi apa yang seharusnya 
sudah menjadi andilnya menurut Hukum Islam dan Agama, tidaklah dibenarkan, 
akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum adat dan kemasyarakatan, semua bisa 
terjadi bila beberapa pihak yang dilibatkan tidak dirugikan dan tidak terjadi 
perdebatan. 
  Berdasarkan Hukum Islam jika dalam pembagian harta terjadi kesalahan, 
seperti terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
lebih atau kurang dari 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, maka bisa 
dikatakan belum benar, tetapi, sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam 
masyarakat, perihal benar salah tersebut pada akhirnnya muncul berdasarkan 
situasi dan kondisi yang ada dalam keluarga tersebut. Seperti yang dikatakan oleh 
tokoh agama sebelumnya, bahwa islah itu adalah agama yang rahmattan lil 
„alamin, maka bentuk benar atau salah tersebut pada akhirnya bukan manusia 
yang menentukan, melainkan Allah SWT. Jika dalam situasinya adalah anak 
angkat merupakan anak semata wayang, dan merupakan anak yang dicintai karena 
baktinya terhadap orang tua angkat, maka akan beda pula perlakuannya ketika 
pemberian harta. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis mengenai praktek pemberian harta Dusun 
Mojorejo Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo maka disimpulkan 
bahwa. 
Pada pembagian harta yang terjadi di Dusun Mojorejo Kecamatan 
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang penduduknya di dominasi oleh para 
pekerja, dan petani. Dalam pemberian harta kepada anak angkat dan anak 
kandung mereka cenderung lebih kepada aturan dalam keluarga, mereka lebih 
memilih untuk berfikir secara logis karena faktor kekeluargaan ketimbang 
mereka bingung harus meninjau melalui hukum Islam.  
Dalam pemberian harta kepada anak, kasus yang terjadi di masyarakat 
Mojorejo bukanlah permasalahan yang pelik, karena masyarakatnya tidak 
bisa ribet harus diikat dengan aturan yang mereka tidak tahu, apa yang 
masyarakat lakukan adalah dengan praktek pemecahan masalah secara 
kekeluargaan. Praktek pemberian Harta terhadap Anak Angkat di Desa 
Mojolaban Sukoharjo, lebih kepada bagaimana hubungan antara ayah dan 
anak angkat, walaupun masyarakatnya adalah masyarakat pedesaan, tetapi 
religiusitas mereka cenderung kuat karena ada yang dituakan yaitu ustad 
mereka dan masyarakat selalu memasrahkan beberapa permasalahan keluarga 
mereka kepada ustad mereka yang mereka anggap lebih mampu. masyarakat 
desa Mojolaban memang mayoritas beragama Islam, tetapi tidak begitu 
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memperhatikan hukum-hukum dalam keluarga secara Islam, terutama dalam 
pembagian harta. Berdasarkan Hukum Islam jika dalam pembagian harta 
terjadi kesalahan, seperti terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat 
diberi wasiat wajibah lebih atau kurang dari 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya, maka bisa dikatakan belum benar, tetapi, sesuai dengan 
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, perihal benar salah tersebut 
pada akhirnnya muncul berdasarkan situasi dan kondisi yang ada dalam 
keluarga tersebut. Seperti yang dikatakan oleh tokoh agama sebelumnya, 
bahwa islah itu adalah agama yang rahmattan lil „alamin, maka bentuk benar 
atau salah tersebut pada akhirnya bukan manusia yang menentukan, 
melainkan Allah SWT. Jika dalam situasinya adalah anak angkat merupakan 
anak semata wayang, dan merupakan anak yang dicintai karena baktinya 
terhadap orang tua angkat, maka akan beda pula perlakuannya ketika 
pemberian harta. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti menyarankan kepada 
beberapa instansi terkait yaitu. 
1. Mahasiswa 
Disarankan kepada mahasiswa dengan porgram studi terkait, bisa 
memberikan masukan mengenai pentingnya pengertian tentang pembagian 
harta, tidak hanya pembagian harta kepada anak kandung, melainkan juga 
pembagian harta kepada anak angkat. 
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2. Masyarakat 
Disarankan kepada masyarakat agar bisa belajar lebih lanjut agar 
memiliki wawasan lebih luas terutama tentang islam dalam hal pembagian 
harta. Masyarakat bisa mengerti segala sesuatunya mengenai pembagian 
harta tidak hanya berdasarkan kekeluargaan, melainkan juga berdasarkan 
hukum Islam. 
3. Peneliti lain 
Disarankan kepada peneliti lain untuk bisa mengembangkan 
sebuah penelitian yang lebih baik tentang pembagian harta, berdasarkan 
hukum masyarakat dan juga hukum Islam. 
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